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SALINAN

PERATURAN MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Pahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 huruf a
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birckrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya, perlu menetapkan  Peraturan  Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistemm Pendidikan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen ([Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494};

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 NomorlS, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 {Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
StandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 4496),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 10});
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941},

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2014;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 fentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 54 /P Tahun 2014;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
01/II/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah dan Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
107/U/2001 tentang Penyelenggaraan  Program
Pendidikan Jarak Jauh;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi
Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;



20. peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan
Pemnerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

(1) Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah yang
selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan pedoman bagi pengawas
sekolah/madrasah, pengelola pendidikan, Tim Penilai dan Sekretariat Tim
Penilai, dan para pejabat pemangku kepentingan pendidikan.

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penilaian angka kredit untuk kegiatan unsur utama dan unsur penunjang
jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Qktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1677

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 143 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEEKNIS PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGEKA
KREDITNYA

1. PENDAHULUAN

A. UMUM

1.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010
telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010
ini telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan
Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
01/II1/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolahdan Angka
Kreditnya.

Untuk memperjelas penerapan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
21 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan
Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian MNegara Nomor
01/11/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 perlu disusun Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya.

B. TUJUAN
Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1.

2.

sebagai acuan teknis dalam menerapkan jabatan fungsional
pengawas sekolah dan angka kreditnya;

memberikan suatu petunjuk standar bagi pejabat yang
berwenang dalam membina dan menentukan karier pengawas
sekolah /madrasah;

menetapkan kesamaan persepsi dalam penilaian angka kredit
pengawas sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh Tim
Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai
Provinsi/Kabupaten/Kota.,

C. PENGERTIAN
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan
wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik
dan manajerial pada satuan pendidikan.

Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS} yang diberi tugas, tanggung
jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada
satuan pendidikan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul
Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI},
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Alivah Kejurnan {SMK/MAK],
Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau bentuk lain yang sederajat.
Pendidikan luar biasa sebagaimana dimaksud angka 3 diatas
adalah melalui satuan pendidikan khusus (TKLB, SDLB, SMPLB,
dan SMALB).

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam
menyusun program pengawasan, melaksanakan program
pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan  program
pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan
profesional guru.

Pengembangan profesi Pengawas Sekolah adalah kegiatan yang
dirancang Pengawas Sekeolah dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk
peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan sekolah.
Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah tim
yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja
Pengawas Sekolah.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai
oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya.

Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang,
daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah
perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana
alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan
darurat lain.

Penyusunan Program Pengawasan adalah kegiatanpengawas
sekolah dalam menyusun program pengawasan akademik dan
manajerial, program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah,
program pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan,
dan preogram penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah,
serta program pembimbingan dan pelatihan profesional guru
dan/atau kepala sekolah.

Pelaksanaan Program Pengawasan adalah kegiatan pengawasan
yang wajlb dilaksanakan oleh setiap Pengawas Sekolah
berdasarkan program pengawasan yang telah disusun
sebelumrya.

Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan
menilai keberhasilan pelaksanaan program pengawasan yang
wajib dilaksanakan oleh setiap Pengawas Sekolah.

Prestasi kerja Pengawas Sekolah adalah hasil kerja yang dicapai
Pengawas GSekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan
tanggung jawabnya.

Kriteria penilaian adalah ukuran minimal yang digunakan dalam
menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah sebagai dasar untuk
penetapan angka kredit.

Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Sekolah adalah
pendidikan dan  pelatihan yang  dilaksanakan untuk
meningkatkan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah
yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.



16. Karya inovatif adalah karya yvang dihasilkan melalui gagasan baru
ataun pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna,
bidang seni dan pengembangan standar/pedoman atau
sejenisnya yang bermanfaat bagi pendidikan dan pengawasan.

17. Koordinator Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang
dipilih olehsemua Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Agama,
ataukementerian lainnya/lembaga pemerintah non kementerian
dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Kantor
Kementerian Agama di Provinsi/Kabupaten/Kota
ataukementerian lainnya/lembaga pemerintah non kementerian
yang memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan
pengawasan dilingkungan kerjanya.

18. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) adalah wadah atau
forum kegiatan bagi para Pengawas TK/RA, SD/MI di tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota dan para pengawas PLB di tingkat
Provinsi yang dikelola oleh pengurus dengan anggota terdiri dari
Pengawas TK/RA, SD/MI dan pengawas PLB.

19. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) adalah wadah atau
forum kegiatan bagi para pengawas SMP/MTs,SMA/MA, dan
SMEK/MAK di tingkat Kabupaten/Kota vyang dikelola oleh
pengurus, dengan anggota terdiri dari pengawas sejenis menuruat
kelompok masing-masing, yakni Pengawas SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK,

D.RUANG LINGKUP

Dalam petunjuk teknis ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan
pengangkatan, bidang pengawasan dan beban kerja, kriteria
pelaksanaan unsur utama dan penunjang, pengawasan akademik
dan manajerial, pengembangan profesi, penilaian dan penetapan
angka kredit,mekanisme dan prosedur kenaikan jabatan dan
kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali
dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

E. JENJANG JABATAN, PANGEKAT, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA
KREDIT YANG DIPERSYARATKAN
Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pengawas Sekolah
serta persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan
Jjabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan Pengawas
Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.



Tabel 1.1

Angka Kredit Kumulatif Minimal
Untuk Kenaikan Jabatan/Panglkat

Persyaratan angka kredit
No. Jenja;legn\;:fvjsa ; Pangkat dan Golongan jabali:fljf:nngkat
Sekolah Ruang Kumulatif | Interval
Minimal
1 2 3 4 5
! Pengawas Sekolah Penata, IIl/c 200 100
" | Muda Penata Tingkat I, III/d 300 100
Pembina, IV/a 400 150
2. 1;;25;:&5 Sekolah |5 bina Tingkat I, 1V/b 550 150
Pembina Muda, IV/c 700 150
,|Pengawas Sckolah ?Sjr;bina Utama Madya, | gg 200
Utama Pembina Utama, IV/e 1050
Keterangan:

1. Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 4 adalah jumlah angka

kredit
jabatan/pangkat.

kumulatif minimal

yang diperlukan untuk kenaikan

2. Angka kredit pada kolom 5 adalah jumlah angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

3. Jumlah angka kredit

yang dipersyaratkan untuk kenaikan

jabatan/pangkat fungsional Pengawas Sekolah dengan ketentuan:
a. paling sedikit 80% angka kredit berasal dari Unsur Utama, tidak

termasuk angka kredit pendidikan; dan
b. paling banyak 20% angka kredit berasal dari Unsur Penunjang.

Contoh

Hartini, S.Pd., Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata Tingkat I
golongan ruang II/d memiliki angka kredit kumulatif 320. Agar dapat
naik menjadi Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a, yang bersangkutan harus mengumpulkan angka kredit
paling sedikit 80 untuk mencapai angka kredit kumulatif minimal 400
yang dipersyaratkan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam

tabel berikut.

Tabel 1.2
Perhitungan Pemenuhan Angka Kredit
Angka Angka Kredit Baru yang harus diperoleh Jumlah
g . Unsur Utama minimal yang
Kredit . Unsur
Diklat dan Pengembangan . harus
Lama ) Penunjang .
Pengawasan Profesi diperoleh
Maksimal
320 Minimal 56 Minimal 8 f’ém 400
Keterangan:

a. dari golongan III/d ke IV/a memerlukan 80 angka kredit baru {dari
angka kredit kumulatif 320 menjadi angka kredit kumulatif 400)




b, Unsur pengembangan profesi yang wajib dipercleh ke golongan IV/a
minimal sejumlah 8

. Unsur utama baru yang wajib diperoleh minimal 80% x 80 = 64

. Unsur penunjang baru maksimal 20% x 80 = 16

e. Unsur utama/diklat dan pengawasan yang wajib diperoleh adalah 64 -
g =256

f. Yang bersangkutan akan memperoleh angka kredit kumulatif dengan
rincian sebagai berikut:

0.0

Angka Kredit lama = 320

unsur diklat dan pengawasan baru = 56

unsur pengembangan profesi baru = 8

unsur penunjang baru = 16

Jumlah = 400
Contoh:

Robert Sianipar, S.Pd., Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina,
golongan raang IV/a memiliki PAK dengan angka kredit kumulatif 434,
Yang bersangkutanmengajukan usul kenaikan pangkat ke [V/b, dengan
menyertakan bukti fisik baru berupa: (1} ijazah pendidikan S2 yang
sesual dengan bidang tugasnya, (2} wunsur pengawasan (3)
pengembangan profesi dan (4} unsur penunjang.

Perhitungan perclehan angka kredit yang diajukan sebagaimana
tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.3
Perhitungan Pemenuhan Angka Kredit
Anglka Kredit Baru yang harus diperoleh Jumlah
Angka Unsur Utama minimal
Kredit 9} an
Pendidikan Diklat dan Pengembangan n51:1r yang
Lama ) Penunjang harus
Formal (S2) Pengawasan Profesi ]
diperoleh
434 50 82,80 Minimal 10 23,20 550

a. Kenaikan pangkat pembina golongan ruang IV/a ke IV/b
mernerhukan 116 angka kredit baru yang berasal dari 550 - 434,

b. Angka kredit pendidikan S2 yang relevan adalah 50 yang berasal dari
selisih angka kredit ijazah S2 - S1 yaitu 150 - 100 = 50

c. Unsur pengembangan profesi yang wajib diperoleh untuk kenaikan
golongan IV/b minimal 10

d. Unsur utama baru yang wajib dipercleh minimal 80% x 116 = 92,80,

e. Unsur penunjang baru maksimal 20% x 116 = 23,20.

f. Unsur utama/diklat dan pengawasan yang wajib diperoleh adalah
92,80 - 10 = 82,80

g. Yang bersangkutan akan memperoleh angka kredit kumulatif dengan
rincian sebagai berikut:

Angka Kredit lama = 434
Angka Kredit Pendidikan S2 = 50
Angka kreditdiklat dan pengawasan baru = 82,80
Angka kredit pengembangan profesi baru = 10

unsur penunjangbaru 23,20
Jumlah = 600




Kewajiban Robert Sianipar, 3.Pd untuk kenaikan pangkat dari Pembina
Golongan ruang IV/a ke Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b adalah
550 angka kredit.Dengan demikian yang bersangkutan telah memenuhi
syarat untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah Madya dengan Pangkat
Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b.

Mengingat yang bersangkutan memperoleh ijazah S2, diberikan angka
kredit sejumlah 50, sehingga angka kredit kumulatif yang bersangkutan
menjadi 550 + 50 = 600,

F. BIDANG PENGAWASAN, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
PENGAWAS SEKOLAH
1. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan Pengawas Sekolah meliputi:

a. Pengawas TK/RA, adalahPengawas Sekolah yang mempunyai
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan
manajerial pada TK/RA (Pendidikan Anak Usia Dini formal).

b. Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah
Pengawas Sekolah yang mempunyal tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas
pengawasan akademik dan manajerial pada seckolah
dasar/madrasah ibtidaiyah.

c. Pengawas Sekolah rumpun mata pelgjaran/mata pelajaran
adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan
tugas pengawasan akademik rumpun mata pelajaran/mata
pelajaran yang relevan dan tugas pengawasan manajerial pada
SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

d. Pengawas Pendidikan Luar Biasa adalah Pengawas Sekolah
yang mempunyal tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh dalam melaksanakan fugas pengawasan
akademik dan manajerial di Pendidikan Luar Biasa.

e. Pengawas Bimbingan dan Konseling adalah Pengawas Sekolah
yang mempunyal tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan
kegiatan bimbingan dan konseling pada sekolah/madrasah.

2. Kedudukan

Pengawas Sekolah Dberkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada
sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

3. Wilayah kerja

Pengawas sekolah melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah
binaan, dan dapat lintas satuan pendidikan pada
provinsi/kabupaten/kota yang sama atau antarkabupaten/kota
sesuai dengan ketetapan pejabat yang berwenang,



II. TUGAS POKOK, BEBAN KERJA, DAN PENGATURAN TUGAS

PENGAWAS SEROLAH

A, Tugas Pokok

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang
meliputi penyusunan program perigawagan, pelaksanaan pembinaan,
pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian,
pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil
pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas
pengawasan didaerah khusus.

Rincian kegiatan tugas pokok setiap jenjang jabatan dan pangkat
Pengawas Sekolah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No.

Pengawas Pengawas

Rincian Kegiatan

Muda

Pengawas Madya

Utama

/¢

T/ d

V/a

IV/b

V/jc

v/d

V/e

Menyusun program
pengawasarn

w

w

w

w

w

W

w

Melaksanakan pembinaan
guru

Melaksanakan pembinaan
kepala sekolah

tw

Memantau pelaksanaan
standar isi, standar proses,
standar kompetensi lulusan,
dan standar penilaian

Memantau pelaksanaan
standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar
pengelolaan, standar sarana
dan prasarana, dan standar
pembiayaan

tw

Melaksanakan penilaian
kinerja guru

Melaksanakan penilaian
kinerja kepala sekolah

tw

Melaksanakan evaluasi hasil
pelaksanaan program
pengawasan pada sekolah
binaan

Mengevaluasi hasil
pelaksanaan program
pengawasan tingkat
provinsi/kabupaten /kota

tw

tw

tw

tw




No.

Rincian Kegiatan

Pengawas

Muda

Pengawas Madya

Pengawas
Utama

Ti/c

11/d

V/a

V/b

V/c

vV/d [IV/e

10.

Mernyusun program
pembimbingan dan pelatihan
profesional guru di
KKG/MGMP/MGEBK dan
sejenisnya

11.

Menyusun program

pembimbingan dan pelatihan
profesional kepala sekolah di
KKKS/MKKS dan sejenisnya

tw

tw

12.

Melaksanakan pembimbingan
dan pelatihan profesional
guru

13.

Melaksanakan pembimbingan
dan pelatihan profesional
kepala sekolah.

tw

14,

Melaksanakan pembimbingan
dan pelatihan kepala sekolah
dalam menyusun program
sekolah, rencana kerija,
pengawasan dan evaluasi,
kepemimpinan sekolah, dan
sistem informasi dan
manajemen

w

tw

15.

Mengevaluasi hasil
pembimbingan dan pelatihan
profesional guru.

16.

Mengevaluasi hasil
pembimbingan dan pelatihan
professional kepala sekolah

tw

tw

17.

Membimbing Pengawas
Sekolah Muda dalam
melaksanakan tugas pokok

tw

tw

18.

Membimbing Pengawas
Sekolah Madya dalam
melaksanakan tugas pokok

tw

tw

tw

tw

19,

Melaksanakan pembimbingan
dan pelatihan profesional
Guru dan kepala sekolah
dalam pelaksanaan penelitian
tindakan kelas (PTK} dan atau
penelitian tindakan sekolah
(PTS)

tw

tw

tw

tw




Pengawas Pengawas
A . & Pengawas Madya &
Rincian Kegiatan Muda Utama

Mij/c |U/d |IV/a |IV/b |IV/c |IV/d [IV/e

20.

Melaksanakan tugas

. w w w w w w w
pengawasan di daerah khusus

21.

Pengembangan Profesi
(menyusun karya tulis ilmiah
dan/atan Penerjemahan/
penyaduran buku dan/atau
karya ilmiah di bidang
pendidikan formal/
pengawasan dan/atau
membuat karya inovatif)

Keterangan
a. w = wajib

b.
c.

tw= tidak wajib

pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru
dilaksanakan di forum KKG/MGMP/MGBK atau pembimbingan dan
pelatihan profesional guru yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya.

. pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah

dilaksanakan di forum KKKS/MKKS atau pembimbingan dan pelatihan

profesional kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Provinsi/kabupaten/kota.

. Apakila pada suatu unit kerja tidak terdapat pengawas sekolah utama

untuk melaksanakan kegiatan pada nomor 9 dan 19, maka pengawas
sekolah madya dapat melakukan Kkegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pejabat berwenang unit kerja yang
bersangkutan.

B. BEBAN KERJA DAN PENGATURAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

Beban kerja dan pengaturan tugas Pengawas Sekolah adalah sebagai
berilcut:

1. Beban kerja Pengawas Sekolah

Beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas
pengawasan adalah 37,50 jam perminggu di dalamnya termasuk
penyusunan program pengawasar, pelaksanaan program
pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, dan
melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru
dan/atau Kepala Sekolah/Madrasah di Sekolah/Madrasah binaan
dengan sasaran diatur sebagai berikut:

a. Untuk TK/RA paling sedikit 10 satuan pendidikan;

b. Untuk SD/MI paling sedikit 10 satuan pendidikan;

c. Untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK paling sedikit 7
(tujuh) satuan pendidikan dan/atau paling sedikit 40 (empat
puluh} gury;

d. Untuk Sekolah Luar Biasa paling sedikit 5 (lima) satuan
pendidikan dan/atau 40 {empat puluh} guru;

e. Pengawas Bimbingan dan Konseling paling sedikit 40 (empat
puluh)} guru Bimbingan dan Konseling;




f. Pengawas Rumpun Mata Pelajaran/mata pelajaran Agama dan

Pengawas Sekolah Muda untuk TK dan SD paling sedikit 60
(enam puluh) guru, untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK paling
sedikit 40 (empat puluh) guruy;

g. Pengawas Sekolah yang bertugas di daerah khusus paling sedikit

5 (lima) satuan pendidikan lintas jenis dan jenjang satuan
pendidikan.

2. Pengaturan Beban Kerja

a. Untuk mencapai beban kerja Pengawas Sekolah sebanyak 37,50
jam perminggu dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan
non-tatap muka. Contoh pengaturan distribusi beban kerja
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2
Beban Kerja Pengawas SMP Jenjang Madya
Dalam 1 Minggu
Tatap | Non-Tatap | Distribusi
No. Pok

° Tugas Pokok Muka Muka jam/minggu
1)Melaksanakan pembinaan guru v 24

1 2) Menyusun program dan v 13.50

laporan hasil pembinaan guru '
Jumiah Jam 24 13,50 37,50
Catatan: 1. 1 jam = 60 menit
2. Tugas pokok yang lain direncanakan pada minggu
berikutnya. Sehingga pengaturan distribusi beban
kerja per minggu dapat berbeda.

b. Kegiatan tatap muka dan Non-Tatap Muka untuk mencapai beban
kerja 37,50 jam per minggu dapat didistribusikan sebagaimana
pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Beban Kerja Pengawas SMP Jenjang Madya
Pada 7 (tujuh} Sekolah Binaan/Minggu

Bulan/ Kunjungan sekolah dan Nom-

, Rincian Kegiatan Jung . Tatap | Jumlah
minggu Alokasi Waktu

Muka
A|BiC|DI|E|F |G
1 2 3145|6789 10 11

A. Penyusunan Program

Bulan M
un

Ke-1 enyusun program 37.50
Min pengawasan tahunan, 37,50 )

gah semester, RPA dan RPM .
ke-1

B. Pembinaan (Manajerial dan Pengawasan Akademik)
Bulan s Melaksanakan pembinaan
ke-1 guru 8!8|818 32,00 37,50
Minggu e Menyusun laporan hasil 5,50 Jjam
ke-2 pembinaan

10




Non-
Kunjungan sekolah dan
Bl,ﬂan/ Rincian Kegiatan v f-‘f Lcasi Wakt Tatap i Jumlah
minggu okasi u Mulka
A{B|C|D|E|F |G
1 2 341567819 10 11
Bulan ¢ Melaksanakan pembinaan alsls 04
ke-1 guru 37,50
i jam
Minggu | | Menyusun laporan hasil 13,50 .
ke-3 pembinaan
+ Membina kepala sekolah
dalam pengelolaan dan
Bulan administrasi sekelah
Ke-1 ¢ Penyusunan Program 81888 32 37.50
Sekolah (RKJM/RKT/ '
RKAS)/Rencana jam
Pengembangan Sekolah
Minggu | Mengerjakan laporan hasil 550
ke-4 pembinaan ’
+ Membina kepala sekolah
dalam pengelolaan dan
Bulan administrasi sekolah
Kke-2 + Penyusunan Program 8188 24 3750
Sekolah (RKJM/ RKT/ !
RKAS)/ Rencana Jam
Pengembangan Sekolah
Minggu | Mengerjakan laporan hasil
ke-1 pembinaan 13,50
C. Pemantauan (Manajerial dan Akademik)
Memantau pelaksanaan
standar isi, standar proses,
Bulan R
standar kompetensi 8|8(8)|8 32
ke-2 37,50
Iulusan, dan standar .
- jam
penilaian
Minggu | Penyusunan laporan
ke-1 pemantauan 5,50
Memantau
pelaksanaanstandar isi,
Bulan
standar proses, standar 8|88 24
ke-2 ] 37,50
kompetenst lulusan, dan —
standar penilaian !
Minggu |Penyusunan laporan 13.50
ke-2 pemantauan ’
Memantau pelaksanaan
standar isi, standar proses,
Bulan .
standar kompetensi 8(818.8 32
ke-2 37,50
lulusan, dan standar .
o jam
penilaian
Minggu | Penyusunan laporan
ke-3 pemaritauan 5,50
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Non-

11131];11'112;/1 Rincian Kegiatan Kunjui?:ﬁa:?l;?;ﬁjan Tatap | Jumlah
Muka
AIB|CID|E|F |G
1 2 34|56 ]7|8]|9 10 11
Memantau
pelaksanaanstandar isi,
Bulan
Keo2 standar prrt\ses, standar §181|8 24 3750
kompetensi lulusan, dan ]
standar penilaian Jam
Minggu | Penyusunan laporan 13.50
ke-4 pemantauvan ’
D. Pembimbingan dan Pelatihan Profesional guru dan/atau kepala sekolah
Menyusun preogram
pembimbingan dan
Bulan pelatihan profesional KS di 13.50
ke-3 KKKS/MKKS dan '
sejenisnya 37,50
Pelatihan Manajemen dan jam
Minggu | Administrasi Sekolah 4 Sekolah 3 Sekolah 24
ke-1 berbasis TIK di KKKS/ (14 jam) (10 jam}
MKKS dan sejenisnya
Menyusun program
Bulan pemb-imbingan dan
ke-3 pzleiatlhan profesicnal guru 13,50
di -KK.G/MGMP /MGBK dan 3750
sejenisnya .
- : Jam
Pelatihan Pembelajaran
Minggu | berbasis TIK, Model-model 4 Sekolah 3 Sekolah na
ke-2 pembelajaran yang inovatif (14 jam} (10 jam}
di KKG/MGMP
E. Penelitian
Bulan
ke.-3 Mengolah hasil pengawasan 37,50 37f50
Minggu jam
ke-3
Bulan o
Ke-3 M.ela}.csanakan penilaian 37.50
Minggu kinerja guru dan kepala 37,50 jam
Ke-4 sekolah
Bulan | Dan seterusnya
ke-n (diisi kegiatan tatap muka 37 50 37,50
Minggu | dan Non-Tatap Muka ’ jam
ke-n lainnya)
Catatan:

Pengaturan waktu disesuaikan dengan jumlah sekolah binaan dan kondisi

geografis setempat serta kondisi lainnya, minimal pengawasan tiap sekolah 1
(saty) kali dalam sebulan.
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c. Pengawas Sekolah yang belum memenuhi ketentuan beban kerja
karena kondisi tertentu (misalnya jumlah pengawas yang ada
belum memenuhi seluruh mata pelajaran) dapat memenuhi
kekurangannya dengan:

1) melaksanakan tugas pengawasan pada mata
pelajaran/rumpun, jenis dan jenjang pendidikan yang
berbeda;

2) mutasi ke daerah lain yang masih kekurangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal jumlah Pengawas Sekolah tidak mencukupi
sedangkan jumlah sekolah yang diawasi cukup banyak, maka
Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama
atau kementerian lain/lembaga pemerintah non kementerian
sesuali kewenangannya, Dinas Pendidikan Xabupaten/Kota/
Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota atau kementerian
lain/lembaga pemerintah non kementerian dapat memberikan
tugas melebihi dari jumlah sekolah/Madrasah yang seharusnya
diawasi.

e. Bagi Pengawas vyang berkedudukan di provinsi dapat
melaksanakan kewajiban beban kerja pada sasaran sekolah
binaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk
satu kabupaten/kota atau lebih. Pemenuhan jumlah jam beban
kerja Pengawas Sekolah dikoordinasikan oleh Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

1. Pengaturan Bidang dan Sasaran Pengawasan

a. Dalam kondisi jumlah sekolah/madrasah dan guru sebagai
sasaran pengawasan kurang dari yang ditetapkan, maka
dapat dilakukan pengawasan akademilk secara lintas tingkat
satuan dan jenjang pendidikan.

b. Dalam kondisi jumlah Pengawas Sekolah lebih dari yang
ditetapkan, dilakukan pembagian ruang lingkup/materi
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan
pendidikan.

Contoh:

Drs. Ahmad, M.Pd. dan Drs. Budi, M.Pd. adalah dua orang
Pengawas Selkolah yang berasal dari daerah dengan kondisi
kelebihan Pengawas Sekolah. Drs. Ahmad, M.Pd. melakukan
pengawasan manajerial dalam penyusunan Rencana Kerja
Sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri 10 dan Drs. Budi,
M.Pd. melakukan pengawasan/ pendampingan dalam
penyusunan perangkat pembelajaran dan penilaian juga pada
SMA Negeri 10 tersebut.

¢. Sasaran pengawasan untuk unsur pembimbingan dan
pelatihan profesional guru dan sasaran pembinaan yang
dilakukan secara individu atau kelompok yaitu 40 guru untuk
SMP/MTs, SMA/MA,SMK/MAK, PLB, atau 60 guru kelas
untuk TK, SD dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus
dalam satu bulan pada tahun berjalan.
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2. Pengaturan Tugas Koordinator Pengawas Sekolah
a. Koordinator Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang
dipilih oleh Pengawas Sekolah semua jenis dan jenjang
pendidikan di lingkungan dinas pendidikan provinsi/
kabupaten/kota, Kementerian Agama, atau instansi
kementerian lain/lembaga pemerintahan non kementerian
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian
Agama di Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas yang
membidangi pendidikan pada instansi lain, yang memiliki
tugas dan wewenang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan
pengawasan di lingkungan kerjanya. Dalam kondisi tertentu
Koordinator Pengawas dapat merangkap sebagai ketua MKPS
{Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah).
b. Persyaratan untuk menjadi Koordinator Pengawas Sekolah
paling rendah menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya,
dan memiliki masa kerja minimal 3 (tiga} tahun.
¢c. Memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dalam manajemen
sekolah dan kepemimpinan bidang pendidikan serta
menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi.
d. Tugas dan wewenang koordinator pengawas:
1} Melakukan pengaturan tugas Pengawas Sekolah.
2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengawas Sekolah.
3) Memberi pertimbangan dalam proses penetapan angka
kredit Pengawas Sekolah sebagai bahan usulan kepada
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
4) Melaporkan kegiatan pengawasan sekolah seluruh jenjang
pendidikan setiap tahun secara berkala.
5} Mengusulkan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para
Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota.
6) Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya,
maka koordinator pengawas dalam mengkeordinasikan
tugasnya dapat dibantu oleh pengurus Kelompok Kerja
Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja
Pengawas Sekolah (MEPS) dari setiap jenis dan jenjang
pendidikan.
e. Masa penugasan Koordinator Pengawas Sekolah adalah 3
{tiga) teahun, dan yang bersangkutan dapat menjadi
koordinator Pengawas Sekolah 2 (dua) masa tugas secara
berturut melalui proses pemilihan kembali oleh para
pengawas disetiap jenjang dan jenis pendidikan. Setelah
tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) masa tugas
yang bersanglkutan dapat diangkat kembali.
f. Pengangkatan dan pemberhentian Xoordinator Pengawas
Sekolah,
1} Pengangkatan
a) Kepala Dinas Pendidikan melakukan sidang pemilihan
calon.

b) Pengawas Sekolah memilih calon yang memenuhi yang
diajukan kepada Kepala Dinas pendidikan

¢} Pemilihan dilakukan secara rahasia dengan cara setiap
Pengawas Sekolah secara tertulis memilih dua orang
calon.

d) Hasil pemilihan diurutkan sesuai dengan jumlah
perclehan suara.
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e} Kepala Dinas Pendidikan menetapkan koordinater
Pengawas Sekolahdiantara peringkat satu atau dua.

f) Pemilihan dapat juga dilakukan dengan cara
musyawarah para Pengawas Sekolahdan perwalkilan
kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikandi
Kabupaten/Kota.

2} Pemberhentian

a}) Koordinator pengawas dapat diberhentikan karena
salah satu sebab sebagai berikut:

(1) dibebaskan/diberhentikan dari jabatan Pengawas
Sekolah.

(2)telah 2 (dua) kali masa tugas sebagai koordinator
Pengawas Sekolah.

(3}menduduki jabatan lain di luar jabatan Pengawas
Sekolah.

(4) mengundurkan diri.

(5) pindah ke kabupaten/kota atau provinsi lainnya.

{6) berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(7) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.

(8} tidak Dbisa melakukan tugas (misalnya karena
keuzuran jasmani/sakit dan sebagainya).

b) Tata cara pemberhentian
Dalam hal Koordinator Pengawas Sekolah mengalami
salah satu keadaan seperti tersebut 2}. a} nomor(l)
sampai (8), Kepala Dinas Pendidikan memberhentikan
Koordinator Pengawas Sekolah.

Pengangkatan dan  pemberhentian  Koordinator

Pengawas Sekolah diluar Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan ditetapkan Kementerian yang

bersangkutan.

g. Pengaturan tentang kelompok kerja Pengawas (Pokjawas) di
Lingkungan Kementerian Agama akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri Agama.
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III. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

1.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat lain yang ditunjuk

setingkat Eselon I menetapkan angka kredit untuk:

a. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Utama dengan
pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d menjadi
Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama,
golorigan ruang IV/e;

b. Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e setiap tahun; dan

¢c. Pengangkatan sebagai Pengawas Sekolah Utama.

Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaanyang menangani Pengawas Sekolah[Dirjen

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Dirjen

Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah] sesuai dengan

kewenangan masing-masing menetapkan angka kredit untuk:

a. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c menjadi
Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang [V/d;

b. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menjadi
Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c; dan

c. Pengangkatan sebagai Pengawas Sekolah Madya.

Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama yang
membidangi pendidikan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas
Sekolah Muda golongan ruang III/d menjadi Pengawas Sekolah
Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan
Kementerian Agama, dan pengangkatan sebagai Pengawas Sekolah
Madya di lingkungan Kementerian Agama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk kenaikan
jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata, golongan
ruang I/ c menjadi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang I1I/d dan pengangkatan sebagai Pengawas Sekolah
Muda di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan
pengangkatan sebagai Pengawas Sekolah Muda.

Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk
kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata
golongan ruang II/c¢ sampai dengan Pengawas Sekolah Madya,
pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan pengangkatan sebagai
Pengawas Sekolah Muda dan Madya di lingkungan Provinsi.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan
untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda, pangkat
Penata golongan ruang lI/c sampai dengan Pengawas Sekolah
Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan pengangkatan
sebagai Pengawas Sekolah Muda dan Madya di lingkungan
Kabupaten/Kota.

16



7. Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk
kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata
golongan ruang II/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya,
pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dan pengangkatan sebagai
Pengawas Sekolah Muda dan Madya di luar Kementerian Agama.

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud di atas,
harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara yang bersangkutan.

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus
dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

17



IV. TIM PENILAIDAN SEKRETARIAT

A. Kedudukan Tim Penilai
Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang
menetapkanangka kredit dibantu oleh:

1.

Tim Penilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau
pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Pusat, dengan anggota yang berasal dari unsur:

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

b. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

¢, Kementerian Agama

d. Badan Kepegawaian Negara

Tim Penilai Pusat yang mewakili unsur Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan terdiri atas:

a. Pejabat struktural yang membidangi pembinaan tenaga
kependidikan pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan PAUDNI Ditjen PAUDNI, Direktorat
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Dasar Ditjen1 Dikdas, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Ditjen Dikmen;

b. Pejabat struktural pembina kepegawaian yang relevan pada
Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
dan

¢. Unsur dosen dan Pengawas Sekolah yang telah mengikuti dan
lulus diklat Calon Tim Penilai Pusat Angka Kredit Pengawas
Sekolah;

Tim Penilai Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Agama
yang selanjutnya disebut Tim Penilai kementerian agama, dengan
anggota yang berasal dari unsur:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha; dan

Biro Kepegawaian Kementerian Agama;

MmO Q0 TR

Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim

Penilai Kantor Wilayah dengan anggota yang berasal dari:

a. Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama/Bidang yang
menangani pendidikan; dan

b. Bagian yang menangani kepegawaian pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama.

Tim Penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang
membidangl pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Provinsi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi.

Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau Kepala
Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
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7.

Tim Penilai Instansi kementerian lain yang selanjutnya disebut
Tim Penilai instansi yang berkedudukan di instansi masing-
masing.

B. Anggota Tim Penilai

1.

2.

Susunan anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri

dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional

Pengawas Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan

d. paling sedikit 4 {empat) orang anggota.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling
sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Sekolah.

Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada angka 1 tidak dapat dipenuhi, maka Ketua Tim
Penilai dapat mengangkat Tim Teknis yang mempunyai
kompetensi dalam penilaian prestasi kerja pengawasan akademik
dan manajerial dan atau pengembangan profesi.

C. Syarat Anggota Tim Penilai

1.

2.

3.
4.

3.

Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Pengawas Sekolah yang dinilai;

Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Pengawas Sekolah;

Alctif melakukan penilaian;

Lulus pendidikan dan pelatihan calon Tim Penilaidan mendapat
sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan

Memiliki etika dan integritas sebagai Tim Penilai.

Sekretariat Tim Penilai

Tim Penilai dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim
Penilai. Kedudukan Sekretariat Tim Penilai sebagai berikut:

1.

Sekretariat Tim Penilai Pusat di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawalan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama di
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan
dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama.

Sekretariat Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama di
Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama dan
dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah
Kementerian Agama.

Sekretariat Tim Penilai tingkat Provinsi di bagian yang menangani
kepegawaian pada Dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi
dan dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon III yang
menangani kepegawaian di lingkungan provinsi.

Sekretariat Tim Penilai tingkat Kabupaten/Kota di bagilan yang
menangani kepegawaian pada Dinas vyang membidangi
pendidikan di Kabupaten/Kota dipimpin oleh pejabat struktural
paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di
lingkungan Kabupaten/Kota.
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6. Sekretariat Tim Penilai Instansi kementerian lain berkedudukan
di instansi masing-masing yang dipimpin oleh pejabat struktural
paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di
lingkungan kementerian yang bersangkutan.

E. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Tim Penilai dan
Sekretariat TimPenilai
1. Pengangkatan

a.

b.

Anggota Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat
diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Kementerian
Agama diangkat oleh Direktur Jenderal yang menangani
pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

Anggota Tim Penilai Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai
Provinsi diangkat oleh gubenur atau pejabat terkait yang
ditunjuk.

Anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim
Penilai Kabupaten/Kota diangkat ¢leh Bupati/Walikota atau
pejabat terkait yang ditunjulk.

Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Usul calon anggota Tim Penilal dan Sekretariat Tim Penilai
harus sudah disampaikan kepada pejabat yang berwenang
mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai selambat-
lambatnya 6 (enam} bulan sebelum tanggal mulai masa
jabatan Tim Penilai tersebut atau 6 (enam) bulan sebelum
habis masa jabatan Tim Penilai yang akan diganti.

Surat Keputusan pengangkatan Tim Penilai dan Sekretariat
Tim Penilai oleh pejabat berwenang sudah diterbitkan
selambat-lambatnya 2 {dua) bulan sebelum dimulainya masa
jabatan Tim Penilai.

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa
jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah
melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan
tetap, maka ketua Tim Penilali mengusulkan pengganti antar
waktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat
yvang berwenang menetapkan Tim Penilai.

Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, ketua Tim
Penilai dapat mengangkat anggota Timn Penilai pengganti.

2. Pemberhentian

a.

Tim Penilai

Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya apabila:

1) Habis masa jabatan; dan/atau

2) Mengundurkan dari Timn Penilai; dan/atau

3) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tim Penilai; dan/atau

4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

5) Berhenti atau diberhentikan sebagai pengawai negeri sipil.

Anggota Sekretariat Tim Penilai

Anggota Sekretariat Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya

apabila:

1} Mengundurkan diri; dan/atau

2) Pindah tempat bekerja; dan/atau
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3) Berhenti atau diberhentikan sebagai pengawai negeri sipil;
dan/atau

4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Tugas Tim Penilai
1. Tugas Tim Penilai Pusat:

a. membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat
lain yang ditunjuk setingkat eselon I dalam menetapkan
angka kredit kredit Pengawas Sekolah untuk pengangkatan
dalam jabatan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan kenaikan
jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat
menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang [V/c sampai
dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e, serta Pengawas Sekolah Utama golongan
ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.

b. melaksanakan tugas-tugas relevan lainnya yang diberikan
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain
yang ditunjuk setingkat eselon L.

2. Tugas Tim Penilai Kementerian Agama:

a. membantu Direktur Jenderal yang menangani madrasah di
lingkungan Kementerian Agama atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam menetapkan angka
kredit Pengawas Sekolah untuk pengangkatan dalam jabatan
Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
IV/a dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan
Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina, golongan ruang
IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b.

b. melaksanakan tugas-tugas relevan lainnya yang diberikan
oleh Direktur Jenderal yang menangani madrasah di
lingkungan Kementerian Agama

3. Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama

a. membantu Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kementerian
Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor
Kementerian Agama dalam menetapkan angka kredit untuk
pengangkatan Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata,
golongan ruang 1II/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama
golongan ruang IV/d dan kenaikan jabatan/pangkat
Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata golongan ruang III/c
yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan
ruang IlI/d di lingkungan Kantor Wilayah Provinsi
Kementerian Agama yang bersangkutan

b. melaksanakan tugas-tugas relevan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama.

4, Tugas Tim Penilai Provinsi:
a. membantu Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan dalam menetapkan angka kredit untuk
pengangkatan Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata,
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golongan ruang IlI/c sampai dengan Pengawas Sekolah
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di linglkungan
Provinsi dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah
Muda pangkat Penata golongan ruang llI/c yang akan naik
pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang II/d sampai
dengan Pengawas Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat 1
golongan ruang [V/b.

b. melaksanakan tugas-tugas relevan lainnya yang diberikan
oleh Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangl
pendidikan.

5. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:

a. membantu Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang
membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit
untuk pengangkatan Pengawas Sekolah Muda, pangkat
Penata, golongan ruang IlI/c sampai dengan Pengawas
Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di
lingkungan Provinsi dan kenaikan jabatan/ pangkat Pengawas
Sekolah Muda pangkat Penata golongan ruang IlI/c yang akan
naik pangkat menjadi Penata Tingkat | golongan ruang 1i/d
sampai dengan Pengawas Madya pangkat Pembina golongan
ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat
I golongan ruang IV/b.

b. melaksanakan tugas-tugas relevan lainnya yang diberikan
oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan.

6. Tugas Tim Penilai Instansi:

a. membantu pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang
ditunjuk  dalam  menetapkan angka kredit untuk
pengangkatan Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata,
golongan ruang IlI/c sampai dengan Pengawas Sekolah
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
Provinsi dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah
Muda pangkat Penata golongan ruang IlI/c yang akan naik
pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang 1il/d sampai
dengan Pengawas Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat 1
golongan ruang IV/b di lingkungan instansi pusat di luar
Kementerian Agama.

b. melaksanakan tugas-tugas relevan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk.

7. Lain-lain:

a. Apabila Tim Penilai instansi belum dibentuk, penilaian
angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada
Tim Penilai Pusat.

b. Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk,
penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan
kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim
Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.

c. Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian
angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada
Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

22



d. Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah Provinsi Kementerian
Agama belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas
Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor
Wilayah Provinsi terdekat atau Tim Penilai Kementerian
Agama.

G. Rincian Tugas Tim Penilai

I.

Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi kerja Pengawas
Sekolah dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah
ditentukan.

Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan
kolom/jalur yang sesuai dengan menggunakan formulir Daftar
Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK} sebagaimana tercantum
dalam Format II.

Menyimpulkan jumlah angka kredit kumulatif hasil penilaian
sebagai dasar pertimbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat
sesuai ketentuan yaitu paling sedikit 80% unsur utama dan
paling banyak 20% unsur penunjang dan jumlah angka kredit
kumulatif tugas pokok yang harus dipenuhi setiap tahun bagi
Pengawas Sekolah Utama golongan ruang IV/e,

H. Tugas Sekretariat Tim Penilai
Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim
Penilaidengan rincian sebagai berikut:

1.

2.

Menerima dan mengadministrasikanusulan penetapan angka
kredit Pengawas Sekolah.

Menghimpun data prestasi kerja Pengawas Sekolah yang akan
dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan wusulan yang
disampaikan oleh pejabat berwenang.

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti fisik DUPAK.
Menyiapkan persidangan penilaian prestasi kerja.

Menyampaikan kelengkapan dan bukti-bukti fisik DUPAK kepada
Ketua Tim Penilai.

Membantu Tim Penilai dalam menuangkan pemberian angka
kredit Pengawas Sekolah yang telah disepakati Tim Penilai dalam
formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Format VII.

Menyiapkan keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan
tugasnya.

Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil
penilaian prestasi kerja yang telah dinilai.

Mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK].

. Melaporkan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pengawas

Sekolah kepada Ketua Tim Penilai.
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I. Tim Penilai Teknis
Apabila terdapat prestasi kerja Pengawas Sekolah yang dinilai
memiliki kekhususandan Tim Penilai tidak mampu melakukan
penilaian, maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
Pengawas Sekolah dapat membentuk Tim Penilai teknis. Ketentuan
Tim Penilai Teknis sebagai berikut:

1.

2.

Anggota Tim Penilai teknis terdiri dari para ahli, antara lain:
dosen, widyaiswara, anggota masyarakat, organisasi profesi, dan
lain sebagainya baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan
PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

Tugas tim teknis adalah memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu.

Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.

V. KELENGKAPAN DAN TATA CARA PENGAJUAN USUL PENETAPAN
ANGEKA KREDIT

A.Kelengkapan
Setiap Pengawas Sekolah diwajibkan mengusulkan hasil prestasi
kerja untuk dinilaisetiap tahun berdasarkan bukti sebagai berikut:

1.

2.

3.

o

Salinan/fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3} atau hasil penilaian prestasi kerjal (satu) tahun terakhir,
Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam
pangkat terakhir/kenaikan pangkat.

Salinan/fotokopi sah surat Lkeputusan terakhir tentang
pengangkatan dalam jabatan Pengawas Sekolah.

Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan sebagai
koordinator Pengawas Sekolah apabila diangkat sebagai
korwas fPokjawas.

Bukti fisik pelaksanaan tugas unsur utama dan penunjang.
Salinan/fotokopi sah penetapan angka kredit terakhir.

Lampiran surat keputusan pengangkatan dalam jabatan
fungsional Pengawas Sekolah (khusus bagi Pengawas Sekolah
yang naik pangkat pertama kali dalam jabatan Pengawas
Sekelah).

Prestasi kerja dengan angka kredit yang diusulkan, dituangkan
dalam unsur, sub unsur, butir dan kolom dalam lajur yang sesuai
dengan menggunakan formulir Daftar Usul Penetapan Angla Kredit
(DUPAK).
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B. Tata Cara Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit

1. Prosedur pengusulan penilaian angka kredit bagi Pengawas Sekolah
golongan lll/c s.d IV/a

[ TPAK J [ BKN/KANREG BKN }

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

~ r Y

PENILAIAN
1a 4 PENGAWAS YBS,

SET. TPAK YBS,

Y KAROPEG/
SEKRETARIAT TPAK BKDIBA\({}I;’SEG INST
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | 6,
F Y *
;
3b 2 5 ,
v ob :
1
i

PROVINSIVKAB/KOTA

»

KADISDIK }“‘“"_”“’"_

1

[ PENGAWAS ]

Gambar 1. Prosedur Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pengawas Pangkat/Golongan Ruang III/c s.d. IV/a

Reterangan:

1. Pengawas menyiapkan bahan/berkas wusulan penilaian
dituangkan dalam DUPAK (contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Format II} dilengkapi dengan bukti-bukti fisik
berikkut surat pernyataan (contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Format III sampai dengan Format VI). DUPAK tersebut
disampaikan kepada pimpinan unit kerja/kepala dinas yang
bertanggungjawab di bidang pendidikan di provinsi/kabupaten/

kota;

2, Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota
menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat TPAK provinsi/
kabupaten/kota;

3a. Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota melakukan verifikasi
terhadap DUPAK Pengawas, dan menyerahkan DUPAK
Pengawas yang telah memenuhi syarat kelengkapan kepada
TPAK provinsi/kabupaten/kota untuk dinilaj;

3b. Apabila DUPAK tidak lengkap, maka Sekretariat TPAK
provinsi/kabupaten/kota akan memberitahukan
ketidaklengkapan DUPAK kepada kepala dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota dengan tembusan kepada Pengawas
yvang bersangkutan untuk dilengkapi, dan DUPAK yang sudah
dilengkapi dikirim kembali oleh kepala dinas provinsi/
kabupaten/kota ke Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota;

4. TPAK provinsi/kabupaten/kota menyerahkan kembali hasil
penilaian DUPAK kepada Sekretariat TPAK kabupaten/kota
untuk dituangkan ke dalam format PAK;
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5. Sekretariat TPAK provinsi/kabupaten/kota menyerahkan hasil
penilaian angka kredit yang telah dituangkan dalam format PAK
kepada Lkepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota
untuk ditetapkan;

6a. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengirimkan
asli PAK yang telahh ditetapkan kepada Badan Kepegawaian
Negara (BKN) atau Kantor Regional (KANREG) BKN;

6b. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengirimkan
tembusan PAX kepada Pengawas yang bersangkutan,
Sekretariat TPAK, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Karopeg Kemdikbud}, BKD
provinsi/kabupaten/kota, Kepala Bagian Kepegawaian
{Kabagpeg) instansi yang bersangkutan.

2, Prosedur pengusulan penilaian angka kredit Pengawas Sekolah
golongan IV/b s.d IV/e

TPAK PUSAT DIRJENPAUDNY
DIKDAS/DTKMEN

3

1 f 3
4 HASIL
3a PENILAIAN 6]

h

SEKRETARIAT TPAK | 5 DIREKTUR
PUSAT PPTK PAUDNI/
4 | DIKDAS/DIKMEN
[y
3b 2 5b tidak
A 7
KADISDIK! KA, KANWIL/KA.
KANTOR KEMENAG KAROPEG KEMDIKBUD/
PROV/KABUPATEN/KOTA, KAROPEG KEMENAG!
PIMPINAN INSTANSI PUSAT KEMEMTERIAN LAIN,
7 KADISDIK PROVIKAB/KOTA
[ PENGAWAS J
Gambar 2. Prosedur Penilalan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas
Pangkat/Golongan Ruang IV/b s.d. IV/e
Keterangan:

1. Pengawas menyiapkan bahan/berkas usulan  penilaian
dituangkan dalam DUPAK (contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Format II) dilengkapi dengan bukti-bukti fisik berikut surat
pernyataan (contoh formulir sebagaimana tersebut pada Format
Il sampai dengan Format VI). DUPAK tersebut disampaikan
kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau
Kepala Kantor Wilayah Provinsi/Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Keta atau Pimpinan Instansi Pusat;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala
Kantor Wilayah Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota atau Pimpinan Instansi Pusat menyampaikan
DUPAK Pengawas Sekolah kepada Sekretariat TPAK Pusat;
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3a.

3b.

Sa.

5h.

Sekretariat TPAK Pusat melakukan verifikasi terhadap DUPAK
Pengawas Sekolah, dan menyerahkan DUPAK Pengawas yang
telah memenuhi syarat kelengkapan kepada TPAK Pusat untuk
dinilai;

Apabila DUPAK tidak lengkap, maka Sekretariat TPAK Pusat akan
memberitahukan ketidaklengkapan DUPAK kepada Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah
Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau
Pimpinan Instansi Pusat dengan tembusan kepada Pengawas
Sekolah yang bersanglutan untuk dilengkapi, dan DUPAK yang
sudah dilengkapi dikirim kembali ¢leh Kepala Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah
Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau
Pimpinan Instansi Pusat ke Sekretariat TPAK Pusat;

TPAK Pusat menyerahkan kembali hasil penilaian DUPAK kepada
Sekretariat TPAK Pusat untuk dituangkan ke dalam format PAK;
Sekretariat TPAK Pusat menuangkan hasil penilaian angka kredit
yang memenuhi syarat ke dalam format PAK untuk disampaikan
kepada Direktur Jenderal PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN melalui
Direktur PPTK PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN,;

Sekretariat TPAK Pusat menyampaikan surat pemberitahuan hasil
penilaian angka kredit yang belum memenuhi syarat kepada
Pengawas yang bersangkutan melalui Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota  atau  Kepala Kantor Wilayah
Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau
Pimpinan Instansi Pusat;

Direktur PPTK PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN menyampaikan hasil
penilaian angka kredit yang telah dituangkan dalam format PAK
kepada Direktur Jenderal PAUDNI/DIKDAS/DIKMEN untuk
ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;

Sekretariat Tim Penilai Pusat mengirimkan asli PAK yang telah
ditetapkan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian
Agama/Kementerian Lain, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pengajuan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang

berwenang menetapkan angka kredit selambat-lambatnya pada:

a. 15 Desember untuk Pengawas Sekolah yang akan naik
pangkat pada periode April tahun berikutnya;

b. 15 Juni untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat
pada periode Oktober tahun yang sama;

Penyampaian usul penetapan angka kredit diajukan secara

kolektif atau perseorangan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Bagl Pengawas TK/RA usul disampaikan kepada Direktur
PPTK PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI Kemdikbud
melalui PO Box 4644 JKP.10046;

b. Bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs disampaikan kepada
Direktur PPTK Dikdas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kemdikbud melalui PO Box 1316 JKS.12013;

c. Bagi Pengawas SMA/MA dan SMK/MAK disampaikan kepada
Direktur PPTK Dikmen Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah Kemdikbud melaiui PO Box 1050 JKS.12010;

d. Bagi Pengawas Sekolah yang belum ditetapkan sebagai
pengawas satuan pendidikan sesuai jenjang pendidikan
(masih sebagai pengawas sekolah lintas jenjang satuan
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pendidikan), usul penilaian disampaikan kepada Kepala Biro
Kepegawaian Kemdikbud, Gedung C Lantai 5, Senayan
Jakarta Pusat.

V1. TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGEKA KREDIT

A, Tata Cara Penilaian
Persidangan Tim Penilai dilaksanakan 2 {dua) kali dalam setahun,
yaitu setiap bulan Desember dan bulan Juni.
Pengambilan keputusan dalam pemberian angka kredit dilakukan
melalui prosedur sebagai berilut.

1.

2.

a.

b.

Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota
Tim Penilai.

Setiap usul dinilai oleh dua orang anggota, dengan
menggunakan formulir yang tersedia seperti contoh
sebagaimana tercantum pada Format IL

Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian,
hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui
Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan.

Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai
tidak sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan
dalam sidang Pleno Tim Penilai dengan mengkaji dan
menelagh ulang bukti yang dinilai.

Pengambilan keputusan dalam sidang Pleno Tim Penilai
dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui
suara terbanyak.

Sekretaris Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil
keputusan sidang pleno dalam penetapan angka kreditseperti
contoh sebagaimana tercantum pada Format VIIL.

3. Keputusan pemberian angka kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan
atas dasar kesepakatan persidangan Tim Penilai.

B. Prestasi Kerja Pengawas Sekolah Yang Dapat Dinilai Dengan Angka

Kredit

Prestasi kerja Pengawas Sekolah yang dapat dinilai dengan angka
kredit adalah prestasi kerja yang diperoleh setelah tanggal penilaian
terakhir kecuali sub unsur pendidikan, Kriteria, bukti fisik dan
pemberian angka kredit setiap unsur, sub unsur, dan butir kegiatan
adalah sebagai berikut.
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C. Penetapan Angka Kredit (PAK)

1.

Sekretariat Tim Penilai menyiapkan rancangan penetapan
angka kredit (PAK) atas dasar keputusan Tim Penilai, dengan
menggunakan formulir dan petunjuk seperti contoh
sebagaimana tercantum pada Format III.

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit wajib
menelaah kembali kebenaran angka kredit yang diberikan oleh
Tim Penilai.

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
mengubah angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai,
apabila setelah ditelaah terdapat kesalahan dalam pemberian
angka kredit. Perubahan angka kredit tersebut ditulis pada
kolom yang sesuai dalam Daftar Usulan Penetapan Angka
Kredit {DUPAK) bagi jabatan Pengawas Sekolah seperti contoh
formulir sebagaimana tercantum pada Format I.

Pejabat yang |berwenang menetapkan angka  Kkredit
menandatangani penetapan angka kredit dan menyerahkan
kepada sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada
yang berkepentingan.

Tanggal penandatangan penetapan angka kredit:

a. Periode penilaian Desember adalah 31 Desember.

b. Periode penilaian Juni adalah tanggal 30 Juni.

Tanggal mulai berlakunya penetapan angka kredit adalah
tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dilihat dari tanggal
penandatanganan penetapan angka kredit yaitu 2 Januari atau
1Juli, sesuai tanggal penilaian.

Pengiriman penetapan angka kredit (PAK) disampaikan oleh
pejabat yang berwenang kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara u.p. Deputi Mutasi atau Kepala Kantor Wilayah Badan
Administrasi Kepegawaian Negara sesuai dengan
kewenangannya sedapat mungkin secara kolektif dengan
menggunakan formulir seperti contoh sebagaimana tercantum
pada Format IV.
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D. Perbaikan Kesalahan Penetapan Angka Kredit

1.

Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan angka kredit,
perbaikan sebagai berikut:
a. Kesalahan yang diketahui oleh Tim Penilai atau pejabat

yang lebih tinggi

1) Tim Penilai atau pejabat yang menemukan kesalahan
memberitahukan kepada pejabat yang menetapkan
angka kredit untuk ditinjau kembali.

2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
meminta kepada Tim Penilai untuk melakukan
penilaian ulang terhadap prestasi kerja Pengawas
Sekolah yang bersangkutan. Apabila terbukti adanya
kesalahan, maka penetapan angka kreditnya harus
diperbaiki, sebaliknya jika tidak terbukti adanya
kesalahan orang yang melaporkan adanya kesalahan
perlu diberitahu.

Kesalahan yang diketahui oleh BKN

Pejabat BKN memberitahukan kepada pejabat yang

berwenang menetapkan angka kredit, melalui atasan

langsung pejabat penetap angka kredit yang bersangkutan.

2. Cara perbaikan kesalahan penetapan angka kredit:

a. Perbaikan/koreksi hasil penilaian,tidak mengubah nomor

dan tanggal penetapan PAK. Di bawah tanggal penetapan
ditulis “Diperbaiki tanggal ....... ”,
Setelah perbaikan penetapan angka kredit tersebut
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kemudian
disampaikan kapada yang terkait.

64



IX. PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
A.Pejabat yang Berwenang

Pejabat

yang berwenang mengangkat PNS dalam jabatan

fungsional Pengawas Sekolah adalah:

1. Presiden bagi Pengawas Sekolah Utama.

2. Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pengawas Sekolah Madya dan
Muda di lingkungannya.

3. Pimpinan Instansi Pusat bagi Pengawas Sekolah Madya dan
Muda di lingkungannya.

B.Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Sekolah

1. Persyaratan Pengangkatan

Persyaratan PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional

Pengawas Sekolah adalah:

a. masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan fungsional
Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik dengan pengalaman
mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang
diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah
paling sedikit 4 {(empat) tahun sesuai dengan jenjang dan
jenis satuan pendidikannya masing-masing. Kesesuaian
jenjang dan jenis satuan pendidikan yang dimaksud
adalah:

1

5)

Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK
diangkat dari Guru TK atau Kepala TK.

Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD
diangkat dari Guru SD atau Kepala SD.

Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan PLB
diangkat dari Guru SLB atau Kepala SLB.

Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan rumpun
mata pelajaran/mata pelajaran diangkat dari Guru
SMP/SMA/SMK atau Kepala SMP/SMA/SMK.

Pengawas sekolah dengan bidang pengawasanBK/
Konselor diangkat dari Guru BK/Konselor atau Kepala
Sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK/Konselor
dan atau bersertifikat pendidik BK.

b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang
pendidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non
kependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik
dari Pendidikan Profesi Guru(PPG);
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c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang
pengawasan.

Keterampilan dan keahlian tersebut dinyatakan dalam bentuk
Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidang Pendidikan.

d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang Ill/c;

e. diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi
55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;

f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah. Seleksi calon pengawas
sekolah meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik seleksi
admnistrasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD
bidang pendidikan, dan seleksi akademik/bidang tugas
pengawasan dilasanakan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan selaku instansi pembina.

g. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan
memperoleh STTPP dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3} atau Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

Contoh formulir Penilaian Prestasi Kerja, SKP, Penilaian Capaian SKP,
dan hasil Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana tercantum pada
Format XVII.

2. Penentuan Angka Kredit
Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan Pengawas
Sekolah hagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan
Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari guru.
Contoh:
Firdaus, S.Pd, lahir 10 Februari 1973, guru mata pelajaran IPA
pada sebuah SMP, diangkat pertama kali dalam jabatan Guru TMT
1 Januari 2000, jabatan terakhir Guru Madya, pangkat Pembina
golongan ruang IV/a, dengan angka kredit 460. Yang
bersangkutan telah mengikuti dan lulus Diklat calon Pengawas
Sekolah dan akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pengawas
Sekolah TMT 1 Mei 2014.
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Berdasarkan data tersebut, Firdaus, S.Pd dapat diangkat dalam
jabatan Pengawas Sekolah bidang pengawasan rumpun mata
pelajaran IPA, dengan jabatan Pengawas Sekolah Madya, pangkat
Pembina golongan ruang IV/a, dengan angka kredit 460. Dengan
pertimbangan:

1.

i b

Yang bersangkutan telah memiliki pengalaman sebagai guru
selama 14 tahun 5 bulan;

Telah lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;

Telah lulus Diklat calon Pengawas Sekolah;

Usia 41 tahun;

Pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

67



X. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

Di samping telah memenuhi persyaratan pengangkatan PNS dalam
jabatan fungsional Pengawas Sekolah, pengangkatan Pengawas
Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas
Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas
Sekolah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional
Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian
Negara,

2. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional Pengawas
Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional
Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-
masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah berdasarkan

beban kerja Pengawas Sekolah:

a. jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota
dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau

b.jumlah seluruh Guru di provinsi/kabupaten/kota dibagi
sasaran Guru yang dibina.
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XI. PENILAIAN PRESTASI KERJA PENGAWAS SEKOLAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawal Negeri Sipil didefinisikan sebagai
suatu proses penilaian secara sisternatis yang dilakukan oleh pejabat
penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
Penilaian prestasi kerja pegawai meliputi aspek sasaran kerja pegawai
(SKP) dengan bobot 60% dan perilaku kerja dengan bobot 40%.
Ketentuan teknis penilaian SKP dan perilaku kerja diatur dalam
Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan pengganti DP3 yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang
Penilaian Prestasi Pegawai.

A. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP PENGAWAS SEKOLAH)

1. Pada awal tahun setiap pengawas sekolah wajib menyusun
SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

2. SKP disusun berdasarkan kegiatan tugas pokok pengawas
sekolah sesuai dengan jenjang jabatannya dan dapat
ditambahkan kegiatan penunjang kepengawasan. SKP tersebut
merupakan angka kredit dalam rangka pengembangan karir
dalam jabatan/pangkat.

3. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

4, Untuk kepentingan dinas SKP yang telah disetujui dan
ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

B. PERILAKU KERJA

1. Penilaian perilaku kerja yaitu penilaian terhadap perilaku kerja
pengawas dalam melaksanakan tugasnya di sekolah/
madrasah.

2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan,
integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Penilaian
perilaku kerja berdasarkan pengamatan oleh Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala Kantor Wilayah
Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/
Pimpinan Instansi Pusat.

Contoh formulir Penilaian Prestasi Kerja, SKP, Penilaian Capaian SKP,

dan hasil Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana tercantum pada
Format XVII
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XII. KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
A.Kenaikan Pangkat

1.

Persyaratan kenaikan pangkat Pengawas Sekolah
Penetapan kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila:
a. minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan

c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3} paling kurang

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kelengkapan administasi usul kenaikan pangkat sebagai

berikut:

a. PAK asli,

b. Fotokopi kenaikan pangkat terakhir,

c. Fotokopi jabatan Pengawas Sekolah terakhir, dan
d

Fotokopi DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

(capaian SKP dan unsur perilaku kerja}) 2 (dua) tahun
terakhir.

3. Kenaikan pangkat diusulkan oleh:

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur/

Bupati/Walikota, Pimpinan Instansi Pusat kepada Presiden

bagi Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan
Pengawas Sekolah Utama, golongan ruang IV/e, 2 (dua) set

dengan tembusan Kepala BKN.
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur/

Bupati/Walikota, Pimpinan Instansi Pusat kepada Kepala
Kantor Regional BKN bagi Pengawas Sekolah Muda pangkat
Penata, golongan ruang Ili/c yang akan naik pangkat
menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang IlI/d sampai

dengan Pengawas Sekolah Madya golongan ruang IV/a.
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B. Kenaikan Jabatan
Kenaikan Jabatan Pengawas Sekolah setingkat lebih tinggi dapat
dipertimbangkan apabila:

1.
2.

3.

minimal 1 (satu ) tahun dalam jabatan terakhir,

memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dan

setiap unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai/Daftar
Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Muda
menjadi Pengawas Sekolah Madya ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian masing-masing.

Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Madya
menjadi Pengawas Sekolah Utama ditetapkan oleh Presiden
setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
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XII PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBEERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM DAN DARI JABATAN
PENGAWAS SEKOLAH

A. Pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat

kembali, dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan

fungsional Pengawas Sekolah adalah:

1. Presiden bagi Pengawas Sekolah Utama.

2. Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pengawas Sekolah Madya dan
Muda di lingkungannya.

3. Pimpinan Instansi Pusat bagi Pengawas Sekolah Madya dan
Muda di lingkungannya.

Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali bagi pengawas
sekolah utama yang tidak dapat memenuhi angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
atau Pengawas Sekolah Utama golongan ruang IV/e yang tidak
dapat memenuhi angka kredit minimal setiap tahun dilaksanakan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat/daerah.

B. Pembebasan Sementara

Pengawas Sekolah dapat dibebaskan sementara dari jabatannya

apabila:

1. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIl/c
sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina
Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah
yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan
pangkat yang dimiliki.

2. Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak
dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima)
angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

3. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang IlI/c
sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina
Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang I[V/e
didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.
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4. Peringatan dilakukan paling lambat 6 {enam) bulan sebelum

batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Format

VIIL.

Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada

Nomor 1 s.d 2 Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga} tahun atau pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah,

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil,

c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas
Sekolah,

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali
persalinan keempat dan seterusnya, atau

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang IlI/c

sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina

Utama Madya, golongan ruang IV/d atau Pengawas Sekolah

Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang

dibebaskan sementara dalam menjalani hukuman tetap

melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka
kreditnya.

Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan

Pengawas  Sekolah dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam Format IX.

C. Pengangkatan Kembali
Pengawas Sekolah yang telah menjalani pemebebasan sementara

dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas
Sekolah apabila:

1.

Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIl/c
sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina
Utama Madya, golongan ruang 1V/d atau Pengawas Sekolah
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, apabila
telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat
kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
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Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara dari jabatannya
karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
berat, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional
Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah
pembebasan sementara.

Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara dari jabatannya
karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil,
dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas
Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak
bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara karena
ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah,
dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas
Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun.

Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara karenamenjalani cuti di luar tanggungan negara
kecuali persalinan keempat dan seterusnya, dapat diangkat
kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara karena tugas belgjar lebih dari 6 (enam) bulan,
dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas
Sekolah.

Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah bagi
pengawas sekolah yang diberhentikan sementara karena
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat,
diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri
Sipil,ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas
Sekolah,menjalani cuti di luar tanggungan negara {kecuali
persalinan keempat dan seterusnya), atau tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan, dengan menggunakan angka kredit
terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari
tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama
pembebasan sementara.

Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan
Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Format X.
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D.Pemberhentian
Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah; dan

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya bagi Pengawas Sekolah Muda,
pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas
Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d atau Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e tidak dapat mengumpulkan angka
kredit yang  ditentukan, sehingga/selanjutnya  yang
bersangkutan dapat diangkat pada jabatan lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Contoh: Surat keputusan
pemberhentian dari jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Format XI.

E.CONTOH
Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjadi Pengawas Sekolah dan
diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah dapat
menggunakan jabatan dan angka kredit terakhir yang pernah
dimilikinya sepanjang belum mencapai usia 55 tahun.

1. Drs. Ahmad, NIP 130415672, pada tanggal 1 Januari 2011,
berusia SO0tahun, adalah Pengawas Rumpun Mata Pelajaran
IPA pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang bersangkutan
menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya dengan pengkat
Pembina, golongan ruang IV/a dengan angka kredit 420 yang
terdiri dari unsur utama 330 dan unsur penunjang sebesar 90.
a. Terhitung mulai tanggal 1 April 2007 yang bersangkutan

diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Kantor Dinas Pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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b. Pada bulan Oktober 2010, yang bersangkutan akan diangkat
kembali menjadi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo. Selama menjadi
Kepala Bidang Pendidikan Menengah, pernah mengalami
kenaikan pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan
ruang IV/b.

c. Dalam kasus yang seperti ini, maka Drs. Ahmad, dapat
diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagai
berikut:

1) Jabatannya ditetapkan sama dengan jabatan terakhir
waktu menjadi Pengawas Sekolah yaitu Pengawas
Sekolah Madya, dengan angka kredit 420 yang terdiri
dari unsur utama 330 dan penunjang 90.

2) Pangkatnya ditetapkan sebagai Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b.

2. Drs. Rahmad, NIP. 131887200, lahir Desember 1957

berpengalaman sebagai guru selama 8 tahun, Guru Dewasa
Tk.I, pangkat Penata Tk.], gologan ruang IlI/d. Pada tahun
2006 diangkat sebagai Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung. Pada Desember 2010 yang
bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Pengawas
Sekolah.
Dalam contoh kasus Drs. Rahmad tidak dapat diangkat
dalam jabatan Pengawas Sekolah karena jabatan terakhir
Drs. Rahmad adalah jabatan stuktural.Jika ingin menjadi
Pengawas Sekolah saudara Drs.Rahmad harus menjadi guru
terlebih dahulu minimal 1 tahun.

3. Drs. Herman, NIP. 131887201, lahir Desember 1960
berpengalaman sebagai guru selama 8 tahun, dengan jabatan
Guru Dewasa Tk.I, pangkat Penata Tk.I, gologan ruang IIl/d.
Pada tahun 2004 Drs. Herman diangkat sebagai Kepala
Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
Pada tahun 2008 yang bersangkutan telah diangkat kembali
sebagai guru pangkat Pembina, gologan ruang IV/a dan telah
mengikuti seleksi dan lulus Diklat calon Pengawas Sekolah
dan DP3 dua tahun terakhir baik. Pada Januari 2011 yang
bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Pengawas
Sekolah.
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Dalam contoh kasus Drs. Herman, yang bersangkutan dapat
diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah karena telah
memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagai Pengawas
Sekolah.
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XII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. Pejabat yang bertanggung jawab

1.

Pembinaan

a. Pembinaan secara nasional dilakukan oleh instansi pembina
jabatan fungsional pengawas sekolah dalam hal ini Menteri
pada Kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang
pendidikan atau pejabat yang ditunjuk yang membidangi
pembinaan pengawas sekolah dan Sekretaris Jenderal
Kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang
pendidikan.

b. Pembinaan tingkat daerah, yaitu provinsi/kabupaten/kota
dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota
yang secara fungsional bertugas untuk membina teknis
pengawasarn dan pembinaan kualitas pengawas sekolah.

Pengawasan

Pengawasan secara nasional dilakukan oleh aparat pengawasan
fungsional yaitu Inspektorat Jenderal KXementerian yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan.

B. Bentuk dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan

1.

Bentuk pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota

Sasaran pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota

sebagai berikut:

a. Perencanaa pengawasarn.

b. Pelaksanaan pengawasan sekolah.

c. Evaluasi hasil pengawasan.

d. Pencapaian prestasi kerja Pengawas Sekolah beserta bukti
fisiknya

e. Pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.

f.Hambatan, masalah, dan kelemahan atau kesulitan yang
terjadi dalam penerapan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas dan Angka Kreditnya beserta perangkatnya.

Sasaran Pembinaan dan pengawasan
a. Pada Tim Penilai
Pembinaan dan pengawasan pada Tim Penilai meliputi:
1) Kuantitas dan kualitas tenaga, sarana, dan prasarana.
2) Proses penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah dan
penetapan angka kreditnya.
3) Kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi.
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4) Hambatan, masalah, kesulitan, dan kelemahan yang
dihadapi dalam penerapan penilaian prestasi kerja
Pengawas Sekolah dan penetapan angka kreditnya.

b. Pada pengelola

Pembinaan dan pengawasan pada pengelola meliputi :

1) Pemahaman pengelola terhadap isi, makna, dan
penerapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi No 21 tahun
2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta perangkatnya
dalam menunjang atau yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas.

2) Kepekaan dan kecepatan para pengelola dalam
menanggapi, menjaring, dan mencari pemecahan
masalah dalam hubungannya dalam  penerapan
Keputusan Menpan No 21 tahun 2010 Dbeserta
perangkatnya.

C.Pelaporan

1.

2.

3.

4,

Setiap pejabat menyampaikan Laporan hasil pembinaan dan
pengawasan secara berjenjang.

Kepala Dinas Pendidikan di provinsi yang bersangkutan
melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan melekatnya
kepada Direktur Jendral yang terkait dan Sekretaris Jendral.
Inspektorat Jendral melaporkan hasil pengawasannya
kepada Menteri yang bersangkutan melalui Sekretaris
Jendral dan Direktur Jendral, kecuali yang telah diatur
secara Kkhusus seperti terjadinya pelanggaran peraturan
perundang-undangan.

Direktur Jendral yang terkait dan Sekretaris Jendral yang
bersangkutan wajib menindaklanjuti laporan tersebut dan
berkoordinasi dengaan instansi yang terkait.
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XIILKETENTUAN PERALIHAN

1,

Penilaian angka kredit untuk kegiatan unsur utama dan unsur

penunjang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka

Kreditnya masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31

Desember 2015.

Pengawas Sekolah yang belum memiliki jjazah S1/Diploma IV

dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a sampai

dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

melaksanakan tugas dan penilaian prestasi kerja sebagaimana

tersebut dalam Lampiran [ Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

21 Tahun 2010.

Pengawas Sekolah yang masih memiliki pangkat Penata Muda

golongan ruang lll/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan

ruang III/b melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda
dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi
untuk kenaikan pangkat Pengawas Sekolah, yaitu:

a. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma I adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.

b. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.

c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010,

Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV

pada saat berlakunya Peraturan Bersama Menteri Pendidikan

Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

01/I1II/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka

Kreditnya wajib untuk memperoleh ijazah S1/Diploma IV di

bidang pendidikan.
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10.

11.

Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah $1/Diploma IV

sebagaimana dimaksud pada angka 2, kenaikan pangkatnya

paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang IlI/d atau pangkat
terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Bersama Menteri

Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor O01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan

Angka Kreditnya ditetapkan.

DUPAK Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2

dibuat menurut contoch formulir sebagaimana dimaksud pada

Lampiran XII Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor O01/III/PB/2011 dan

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah

sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilampiri dengan

surat pernyataan sebagaimana ditentukan pada pasal 24 ayat (7)

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6

Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus

disertai dengan bukti fisik.

Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila

memperoleh ijazah S1/D-IV disesuaikan dalam jenjang jabatan

Pengawas Sekolah.

Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila

memperoleh ijazah S1/D-IV, angka kredit diklat, tugas pokok, dan

kegiatan pengembangan profesi diperhitungkan sebesar 65%

(enam puluh lima persen), ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV

yvang dihitung besarnya berdasarkan selisih angka kredit dengan

jjazah yang dimiliki sebelumnya, dan tidak memperhitungkan
angka kredit dari kegiatan penunjang.

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas

Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai

berikut:

a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi
Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Agama;

b. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan
bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi;
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C,

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan  bagi Pengawas Sekolah di lingkungan
Kabupaten/Kota; dan
Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi
Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di Iuar
Kementerian Agama.

12. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana
dimaksud pada angka 11 dibantu oleh:

a2,

d.

Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas
Sekolah/ Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Agama,

Tim Penilai Provinsi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan
Provinsi,

Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Pengawas Sekolah di
lingkungan Kabupaten/Kota, dan

Tim Penilai Instansi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan
instansi pusat di luar Kementerian Agama.

13.Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana
dimaksud pada angka 11 diajukan oleh:

a.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas
Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota,

Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada
Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan
bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi,

Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada
Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan  bagi Pengawas  Sekolah di lingkungan
Kabupaten/Kota, dan

Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada
pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi
Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar
Kementerian Agama.
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14. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 5 setiap
tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
11I/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan
paling sedikit 15 (lima belas} angka kredit dari kegiatan tugas
pokok.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001
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FORMAT I.

KEPUTUSAN
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*}
NOMOR toooeriieiieciniciiniertaesairenencsesensnens
TENTANG
PENGANGKATAN

DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*]

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 31 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk

mengangkat Saudara ... dalam jabatan Pengawas
Sekolah cooovcviiviiinnnn, :
2 SN ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah
diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2010;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birckrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya,

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/11I/PB/2011 dan Nomor

6 tahun 2011,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU t Terhitung mulai tanggal .....ccooeee i e
Mengangkat Pegawai Negeri Slpll
a. Nama = L e
b NIP e s
c.  Pangkat/golongan = @

ruang/TMT
d. Unit kerja e e s
Dalam jabatan... " dengan angka kredit sebesar..............,

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan,

KELIMA :  Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di ..............
Tembusan : Pada Tanggal .....c.o.ooeunee

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;¥)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau
Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersanglutan;*}
4. Pegjabat yang berwenang menetapkan angka kredit; NIP.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau
Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)
6.Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
*) Coret yang tidak perlu.
**} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu




Anak Lampiran A

DAFTAR USUL
PENETAPAN ANGHA KREDIT PENGAWAS SEXOLAH MUDA
NOMOR:

[14E:3 11 RN Masa penilalan Bulan......coueen 31> SO

NO KETERANGAN PERCRANGAN

1 [Nama

2 [NIP

3 [NUPTK

4 |Nomor Seri Kartu Pegaw ai

5 (Tempat dan Tanggal Lahir

6 |Jenis Kelamin

7 |Pendidikan yang felah diperhitungkan Angka Kreditnya

8 |Pangkat/Golongan Ruang/TMT

9 }Jabatan Pengaw as Sekolel/TMT

10 {Masa Kerja Golongan Lar

Baru
11 |Jenis Fegaw as Sekolah
12 Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU [JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLA
5 I 2 R e T e T e S e
I |UNSURUTAMA
1 |PENDIDIKAN
A. {Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelarfijazah

1 [Doktor/ Spesialis 2

2 Nag‘isterISpesiali's 1

3 [Sarjana/ Diploma M

. |Mengikuti Pendidikan dan pelathan fungsional calon

pengaw as sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelathan {STIPP}

. |Mengikuti pendidikan dan pefathan fungsional seria

memperokeh surat tanda tamat pendidikan dan pelafihan
{STTFF)

1 |lamenya lebih dari 560 jam

lamanya antara 641 - 960 jam

lamanya antara 451 - 640 jam

lamanya antara 169 - 480 jam

laranya antara 81 -160 jam

L= T IS T R I P B ]

famanya antara 30 - 80 fam




UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENVILAL
LAM BARU [JUMLAH] LAMA BARU | JUMLAH
P B[ [ e e B | B 8

PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL

A

Penyusunan program

1

MeNyusun pragram pengaw asan

. |Pelaksanaan program

1.

melaksanakan pembinaan guru

. |mermantau pelaksanaan standar isi, standar proses,

standar kompetensi lulusan, standar penifaian.

. |melaksanakan penilaian kinerja guru

luasi hasil pelaksanaan program pengaw asan

pey

melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program
pengaw asan pada sekolah binaan

Membimbing dan mefatih profesional guru

1

menyusun program perbimbingan dan pelatinan
profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya

melaksanakan perrbirmbingan dan pelatihan
profesional guru

mengeyaluasi hasil perrbimbingan dan pelatihan
profesional gueu

Pelaksanaan tugas kepengaw asan di daerah khusus

1

Melaksanaan tugas kepengawasan di daerah yang
terpenci atau terbelakang, daerah dengan kondisi
masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan
dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana
alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam
keadaan darurat fain.

JUMLAH

PENGEMBANGAN PROFESI

A.

Menyusun karya tulis iimiah daryatau karya iimiah di bidang
pendidikan formalpengaw asan

1

Membuat karya tulisfkarya imiah dibidang pendidikan
formal /pengaw asan yang dipublikasikan

a. |datam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. |datam bentuk makalah limiah yang diketahui cleh
pimpinan unit

Membuat karya tulis/karya imiah dibidang pendidikan
formal /pengaw asan yang lidak dipublikasikan

a. |dalam bentuk buku

b. [dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh
pirmpinan unit

Membuat karya tulis/karya limigh di bidang pendidikan
formalipengaw asan hasi gagasan sendisi yang
dinublikasikan

a. jdalam benluk buku yang diterbitkan dan diedarkan
Secara nasional

dalam bentuk malakalh iimah yang diketahui oleh

bl . .
pimpinan unit

Membuat karya ulis/karya ilriah di bidang pendidikan
formalfpengaw asan hasit gagasan sendiri yang tidak
dipublikasikan




UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS| PENGUSLL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU [JUMLAH
e Tt e YR BTy (SaROT g P BR) PUTEE SAR

2, |dalam bentuk buku

datam bentuk malzkalh imiah yang diketahui oleh

b.|. . .
pirrpinan unit

5 |Menyarmpaikan prasaran berupa gagasan, tinjauzn,
dan atau ulasan ilmiah di bidang pendidikan
formatipengaw asan dalam pertemuan ilmiah

B. [Penerjerrehan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di
bidang pendidikan forma¥pengaw asan

1 |Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang
pendidikan formal/pengaw asan yang dipublkasikan

a. [dalambentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. [datam bentuk makalah iimiah yang diketahui oleh
pimpinan unit

2 |Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang
pendidikan forma¥pengaw asan yang tidak
dipublikasikan

a. tdalam bentuk buku

b. {dalam bentuk makalah iimiah yang dketahui oleh
pimpinan unit

C. |Membuat karya inovafif

1 |Membuat karya sains/ teknologi tepat guna

o

. |Kalegori Kompleks

Kategori Sederhana

b
2 [Menciptakan karya seni

a. |Kategori kompleks

b. [Kategori sederhana

3 |Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar,
Pedoman, dan sejenisnya

a. |Mengikuti Kegiatan Penyusunan
Standar/Pedoman dan sefenisnya pada tingkat
nasicnal.

b. | Mengikuli Kegiatan Penyusunan
Standar/Pedoman dan sejenisnya pada lingkat
provinsi.

JUMLAH

Il |UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

A. [Peran sezla dalam seminarflokakarya di bidang pendidikan
formalkepengaw asan sekolah

1 |Mengikuti seminarfickakarya, sebagai :

a. [nara sumber

b. |pembahas/moderator

C. |peserta

2 |Menjadi delegasi dalam pertermuan iimiah sebagal

a. |Kelua

b. |Anggota




UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLA
R R el e e e e R B D E R

B. |Keanggotaan dalamorganisasi profest

- |Menjadi anggota dalam organisasi profesi pangaw as

atau kelompok kerja pengaw as, sebagal:

—_

pengurus aktif

2 [anggota akiif

€. |Keanggotaan dalam tim penila angka kredit iabatan

fungsional Pengaw as Sekolah

Menjadi anggofa fim penfai jabatan fungsional
Pengawas Sekolah

D. [Melaksanakan kegiatan pendukung pengaw asan sekolah

—_

Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengaw as
Sekelah

[~

Mendapat tugas terienty, sebagai panitia pada

a. tmembimbing lomba/kompetensi olimpiade mata
pelajaran dan sejenisnya

b. |pada lormba gurufkepala sekolalipengaw as
sekolah berprestasi

E |Mendapat penghargaanitanda jasa

1

Mendapat penghargaantanda jasa atas prestasi
kerjanya

a. |lingkat nasionalintersasional

L=

. |ingkat provinsi

¢. |tingkat kabupatenfkota

Mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya

jor]

. |sepulun tahun

or

. |dua puluh tahun

o

. | liga pulub tahun

F. |Memperaleh gelarfjazah yang tidak sesuai dengan bidang

yang diampunya

1

Doktar kehormatanfhonoris causa dari lembaga yang
terakreditasi/ diakui negara

Memparoleh jazahigelar yarg tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

a {Doklor/Spesialis 2 (S3)

b {Magister/Spesials {S2)

¢ |Sarjana/Diploma IV (S1)




Butir kegiatan Jenjang Jabatan di atas/di bawah

1

2

JUMLAM UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*} Dicoret yang tidak periu




1 Surat pernyataan mengikuti pendidikan

2 Surat pernyataan melakukan keglatan pengaw asan akademik dan
manajerial

3 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
4 Surat pernyataan mefakukan kegiatan penuniang

dan seterusnya

(jabatan}

{nama pejabat pengusul)

NP

"4 dan selerusnya

(narma penilai §)

NP:

{narma penilai I}

"4 dan seterusnya

Ketua Tim Panilai

(nama)

NP




FORMAT II-B.

DAFTAR USUL
PENETAPAN ANGEKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH MADYA
NOMOR:
Instansi: ...coveriiiniisciinineie, Masa penilaian bulan ........ .8.d. .........

NO KETERANGAN PERORANGAN

1 INama | ' §

2 INIP : i
AL | .

4 [Nomor Seri Kartu Pegaw ai [ : 5 1

5 |Tempat dan Tanggal Lahir & - ‘

6 |Jenis Kelamin

7 |Pendidikan yang telzh diperhitungkan Angka Kreditaya

8 [Pangkat/Golongan Ruang/TMT

9 |Jabatan Pengaw as Sekolah/TMT ‘

10 |Masa Kerja Golongan Lara
Baru !

11 |Jenis Pengaw as Sekolah |

12 |Unit Kerja I |
UNSUR YANG DINILAI

ANGHKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS! PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU jJUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH
| [UNSURUTAMA

1 |PENDIDIKAN

A. |Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/jazah

1 |Dektor/ Spesialis 2

2 |Magister/Spesialis 1

3 [Sarjanaf Diploma IV ;

B. |Mengikuti Fendidikan dan pelatihan fungsioﬁal calon

Pendidikan dan Pelatihan (STTFP}

pengawas sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat

C. Mengikuli pendidikan dan pelatihan fungsional serta

(STTPF)

merperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan

larmanya febih dari 960 jam

lamanya antara 641 - 960 jam

lamanya antara 491 - 640 jam

lamanya antara 161 - 480 jam

lamanya antara 81 -160 jam

] o] ] LB M| -

lamenya antara 30 - 8¢ jam




UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU {JUMLAH] LAMA BARU |[JUMLAH
L E 5T N s Y ot Nt RN JE ) s SR IR ¥

2 |PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL

A. |Penyusunan program

1 {menyusun program pengaw asan

) B. |Pelaksanaan program

sekolah

1. {melaksanakan pembinaan guru danfatau kepala

Pendidikan

2. Jmemantau pelaksanaan delapan Standar Masional

sekolah

3. |melaksanakan penilaian kinerja guru danfatau kepala

C. |Evaluasi hasil pelaksanaan program pengaw asan

pengaw asan pada sekotah binaan

1 |melaksanakan evaluas] hasil pelaksanaan program

Membimbing dan melalih profesional guru dan/alau Kepala

| Sekolah
1

menyusun program permbimbingan dan pelatinan

profesional guru dan/atau Kepala Sekolah di
KKGVGMPIMGP dan/atau KKKS/MKKS dan
sejenisnya

yrelaksanakan parmbimbingan dan pelatian
profesicnal guru dan/atau kepala sekolah

yalaksanakan permbimbingan dan pelatiban kepala
sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana
kerja, pengaw asan dan evatuasl, kepeminpinan
sehkolah, dan sisteminformasi dan manajemen

mengevaluasi hasi pembirvkingan dan pelatihan
profesicnal guru danfatau kepala sekclah

membimbing pengawas sekolah nuda dalam
melaksanakan tugas pokok

Pe

a

ksanaan tugas kepengaw asan di daerah khusus

Melaksanaan tugas kepengaw asan di daerah yang
terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi
masyarakat adat vang terpencil, daerah perbatasan
dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana
alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam
keadaan darurat Jain,

JUMLAH

PENGEMBANGAN PROFES]

A

Menyusun karya tulis imiah dan/atau karya ilmiah di bidang
* |pendidikan formalpengaw asan

1

Merrbuat karya tulisfkarya #miah dibidang pendidikan
foremal /pengaw asan yang dipublikasikan

a. [dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. fdalam bentuk makalah ilmiah yang diketahul oleh
pimpinan unit

Membuat karya tulisfkarya fimiah dibidang pendidikan
foraal fpengaw asan yang tidak dipublkasikan

a. {dalam bentuk buku

b. ]dalam bentuk makalah iimiah yang ¢tketahui oleh
pimpinan anit

Membuat Karya tulisfkarya ilmiah di bidang pendidikan
formal/pengaw asan hasil gagasan sendiri yang
dipublikasikan

a. jdalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
sacara nasional

dalam bentuk makalah fimiah yang diketahui oleh
" {pimpinan unit




UNSUR YANG DINILAI

ANGHKA KREDIT MBENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH
1 2 3 4 5 [} ¥ 8

4 [Membuat karya tulis/kasya ilmiah di bidang pendilikan
formal/pengaw asan hasil gagasan sendiri yang tidak
dipublikasikan

a. |dalambentuk buku

dalam bentuk realakalh iimiah yang diketahui oleh

b . .
pirmpinar: unit

5 [Menyampaikan prasaran berupa gagasan, tinjauan,
dan atau ulasan iimiah di bidang pendidikan
formalpengaw asan dalam pertemmuan iméah

Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di
bidang pendidikan formalipengaw asan

1 |Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang
pendidikan formalpengaw asan yang dipublikasikan

secara nasional

a. |dalam bentuk buku yang citerbitkan dan diedarkan

b. [dalambentuk makalah ilmiah yang diketahus olgh
pirpinan unit

2 |Menerjerahkan/fraenyadurkan buku di bidang
pendidikan formalpengaw asan yang tidak
dipublikasikan

a. |dalarm bentuk buku

b, {dalam bentuk makalah iimiah yarg diketahui olgh
pimpinan unit

Mambuat karya inovatif

1 |Membuat karya sains/ teknologi tepat gura

Kategori Kompleks

Kategor Sederhana

a
b.
2 |Menciplakan karya seni

a. |Kategori korrpleks

b. {Kategori sederhana

3 {Mengikuli Pengerrtangan Penyusunan S$tandar,
Pedoran, dan sejenisnya

a, |Mengikuti Kegiatan Peayusunan
Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat
nasional,

b. |Mengikuti Kegiatan Peayusunan
Standar/Pedoman dan sejenisnya pada lingkat
provinsi.

JUMLAH

- JUMLAH UNSUR UTAMA

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS SEHOLAH

A.

Peran serta dalam serninar/lokakarya di bidang pendidikan
formalkepengaw asan sekolah

i |Mengikuti serninarfickakarya, sebagai :

4. [nara sumber

b. | permbahas/moderator

peserta

c.
2 |Menjadi delegasi dalam perternuan iimiah sebagai

a. (Ketua

b. [Anggota




Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

E
!
JUMEAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*Jdicoret yang tidak perlu




i ;Sural pernyataan mengikuti peadidikan

2 |Surat pernyataan melakukan keglatan pengaw asan akadermk dén
manajerial

3 Surat pernyataan rmelakukan kegiatan pengembangan profesi

{ 4 Suraf pernyataan melakukan kegiaten penunjfang

.dan seterusnya

(nama pejabai pengusul)

L _ e e ;
A _canseterusnya R T
- e N (nama penilail )
[ T NP:
T R SRR
— PR S S — UL L N
% . iw ; {nama peniai il }
: NP

___Ketua Tim Penilai ) .

(narﬁa)

;NIP: : i




FORMAT II-C.

DAFTAR USUL
PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH UTAMA
NOMOR:
Instansi: ..o Masa penilaian bulan ......... . N « S,
NO KETERANGAN PERORANGAN
1 tNama
2 [NIP
3 [NUPTK i
4 [Nomor Seri Kartu Fegaw ai
5 [Tempat dan Tanggal Lahir
6 |Jenis Kelamin, :
7 [Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya
8 [Pangkat/Golongan RuangmMT 3
9 {Jabatan Pengaw as Sekolah/TMT g
10 jMasa Kerja Golongan Lo
Baru ! ;
11 tJenis Pengawas Sekolah '
12 |Ust Kerja }_ §
. L . [ 5 ! ——
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAR| LAMA | BARU |JUMLAH
1- Dot 22 RN T I T DR SRR FRREE DL PO
| JUNSURUTAMA
1 [PENDIDIKAN
'''''''' A, |Mengikuti pendidikan formal dan rmemperoieh gelarfjazah
1 [Doktor/ Spesialis 2
2 [Magister/Spestalis 1
3 |Sarjana/ Diploma ¥ |
T Mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional calon
pengaw as sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tameat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPF)
C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta

merperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatinan

|sTTER)

1 [lamanya lebif dari 960 jam

tamanya antara 641 - 960 jam

lamanya antara 481 - 640 jam

lamanya antara 151 - 480 jam

h | &~ W

lamanya antara 81 -160 jam

laranya antara 30 - 80 jam




UNSUR YANG BINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANS| PENGUSUL.

TiM PENILAE

LAMA

BARU

JUMLEAH

Bl

4

JUMLAH| LAMA BARU

[ e e T B

PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL

. |Penyusunan program

1

MenyusLUn program pengaw asan

. |Pelaksanaan program

1.

melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah

. |memantau pelaksanaan delapan Standar Nasional

Pendidikan

. |melaksanakan peniaizn kinerja guru dan kepala

sekolah

Evaluasi hasil pelaksanaan program pengaw asan

1

melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program
pengaw asan pada sekolah binaan

mengevaluasi hasil pelaksanaan program
pengaw asan di tingkat kabupaten/kota/provinsi

Merrbimbing dan melath profesional guru dan kepata
sekolah

1

manyusun program pembinbingan dan pelatihan
profesional guru dan Kepala Sekolah di
KKGMGMPINMGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya

rmelaksanakan perbimbingan dan pelathan
profesional guru dan kepa'a sekolah

melaksanakan perrbinbingan dan pelatihan kepala
sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana
kerja, pengaw asan ¢an evaluas], kepemirrpinan
sekolah, dan sisteminformasi dan manajeren

mengevaluasi hasil pembinbingan dan pelatihan
profesional guru dan kepafa sekolah

membimbing pengawas sekolah muda dan/atau
pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas
pokok

melaksanakan penbimbingan dan pelathan
profesional guru dan kepala sekolah dalam
pelaksanaan panelitian lindakan

Petaksanaan lugas kepengaw asan didaerah khusus

i

Melaksanaan lugas kepengaw asan di daerah yang
terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi
masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan
dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana
alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam
keadaan darurat lain.

JUMLAH

PENGEMBANGAN PROFES!

A

Menyusun karya tulls iimiaf dan/atau %arya iimiah di bidang

* {pendidikan formalpengaw asan

1

Membuat karya tulis/karya iimiah dibidang pendidikan
formal /pengaw asan yang dipublikasikan

a. {dalambeniuk buku yang diterbitkan dan diecarkan
secasa nasional

b. {dalarnbeniuk makalah fmizh yang diketahui oleh
pimginan unit

Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang pendidikan
formal /pengaw asan yang tidak dipublikasikan

a. |dalam beniuk buku

b. |dalam beniuk makalah imiah yang diketahui oleh
pimginan unit




UNSUR YANG DINILAI

U

NSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANS! PENGUSUL

TIM PENILA]

LAMA

BARU

JUMLAH| LAMA BARU

JUMLAH

R A

o R

]

s R e A ek

B

e .

formal/pengaw asan hasil gagasan sendiri yang
dipublikasikan

Membuat karya tulls/karya ilmiah i bidang pendidikan

a. |dafarm beniuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
_isecara rasional

b’ dafam beatuk malakalh iimiah yang diketahui oleh
" [pirrpinan unit

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan
fermal/pengaw asan hasit gagasan sendiri yang tidak
dipublikasikan

5

a, |dalam beniuk buku

o dalam beniuk malakalh fimizh yang diketahui oleh
" | pirmpinan unit

Menyampaikan prasaran berupa gagasan, tinjauan,
dan atau ulasan ilmizh di bidang pendidikan

Penerjemahan/penyaduran huku dan atau karya iimiah di
bidang pendidikan formalfpengaw asan

-

Menerjemahkan/menyadurkan bukuy ¢t bidang
pendidikan formal/pengaw asan yang dipublikasikan

a, |dalambentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. idatam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh
pirpinan unit

Mererjemahkan/menyadurkan buku di bidang
pendidikan formal/pengaw asan yang tidak
dipublikasikan

a. [dalam bentuk buku

"[b. [dalam bentuk makalah limiah yang dketahui oleh

pimpinan unit

Membuat karya inovatif

1

Membuat karya sains/ teknologi tepat guna

a. |Kategeri Konpleks

b. |Kategori Sederhana

Menciptakan karya seni

a. | Kategori kompleks

b. |Kategori sederhana

Mengikuli Pengermbangan Fenyusunan Standar,

Padoman, dan sejenisnya

a. [Mengikuti Kegiatan Penyusunan
Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat
nasional.

b. |Mengikuti Kegialan Penyusunan
Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkal
provinsi,

JUMLAH

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

Ta.

Peran serta dalam seminar/iokakarya di bidang pendidikan

formal'’kepengaw asan sekolah

1

Mengikuti seminar/iokakarya, sebagai:

a, [nara sumber

b. |permbahasimoderator

c. |peserta




UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS! PENGUSUL. TIM PENILAI
LAMA | BARU [JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH
s ; e e b e Ee
2 |Meniadi delegasi dalam pertermuan iimiah sebagai
R a. |Ketua
o W b, |Anggota

B. |Keanggolaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas
atau kelormpok kerja pengaw as, sebagai ;

—_

pengures aktif

2 {anggota akiif

C. |Keanggotaan dalemtim penilai angka kredit jabatan
fungsional Pengaw as Sekolah

~ |Menjadi anggola tim penilai jabatan fungsional
Pengaw as Sekalah

D. [Melaksanakan kegiatan pendukung pengaw asan sekolah

1 |Melaksanakan tugas sebagai Keordinator Fengaw as
Sekolah

2 |Mendapat tugas terteniu, sebagai panitia pada

a. {membimbing lomba/korrpetensi olimpiade mata
pelajaran dan sejenisnya

b. {pada lomba gurukepala sekolab/pengaw as
sekolah berprestasi

E |Mendapat penghargaanitanda jasa

1 |Mendapat penghargaanftanda jasa atas prestasi
ketjanya

a. Jtingkat nasionalfinternasional

b. jtingkat provinsi

¢. jtingkat kabupaten/kota

2 Mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Salya

a. {sepuluh fahun

b. {dua puluts tahun

C. {tiga puluh tahun

F. |Memperoleh gelarfjazah yang tidak sesuai dengan bidang
yang diampunya

1 |Boktor kehormatan/honoris causa dari lerbaga yang
terakreditasi/ diakui negara

2 |Mempercleh ijazahigelar yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

a |Doklor/Spesialis 2 {S3)
b [Magister/Spesialis (S2)
¢ |Sariana/Diploma v (81)

o ;%';:;

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG




Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1 2 3

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*} Dicoret yang tidak perlu



1 Surat pernyataan mengikuti
pendidikan

2 Surat pernyataan melakukan kegiatan
pengawasan akademik dan manajerial

3 Surat pernyataan melakukan kegiatan
pengembangan profesi

4 Surat pernyataan melakukan kegiatan
penunjang

4 dan seterusnya

...............................

(nama pejabat
pengusul)

NIP :

4 dan seterusnya

...............................

(nama penilail)

NIP :

{nama penilai II }

NIP:

4 dan seterusnya

Ketua Tim Penilai |

(nama)

NIP :




FORMAT IIL

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama O R PPN
NIP R
Pangkat/golongan O PP
ruang/TMT

Jabatan T et eeeerreeeieeseieeiiaeneheierasraen st aentiaa e aa s aaansniaeatns
Unit Kerja U

menyatakan bahwa :

Nama O U U
NIP e reeerreeeieeieaaerteaeerasaeree it e et syt rrarerarearrareren
Pangkat/golongan e eerererrurerrrerttreas s et raen et e Tt et naaa e enaneeeraaaraereras
ruang/TMT

Jabatan PR
Unit Kerja et eierhereeieresieresererare e rar et e e et st e et et et a e araraes

telah mengikuti pendidikan sebagai berikut :

. . Jumlah Jumlah | Keterangan/
No | Urajan Kegiatan | Tanggal Satugn Volume Angka Angka bukii fisik
Hasil . Kredit \
Keglatan Kredit
1
1.
2.
3.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................... FrEseL LAt d b L s

Atasan Langsung,



FORMAT IV,

SURAT PERNYATAAN
MELAKUEKAN KEGIATAN PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama O
NIP P
Pangkat/golongan PSPPI PRRS
ruang /TMT

Jabatan R
Unit Kerja N

menyatakan bahwa :

Nama R
NIP P, N
Pangkat/golongan e tretrerrerrerarenier e e e e e rasen ettt ta e tasae e e ath s anrban
ruang/TMT

Jabatan OO SON
Unit Kerja PN

telah melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial sebagai
berikut;

Jumiah Jumlah
Satuan | volume | Angka | Angka | Keterangan/

No | Uraian Kegiatan | Tanggal . . e
d gg Hasil Kedlatan Kredit | Kredit bukti fisik

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................... JretEtirtedtrrrrrranrans

Atasan Langsung,

.......................................



FORMAT V,

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama vt r e rrr et et st r e s enraa s e sans
NIP SN
Pangkat/golongan D e et et ereee et ieeaieeetrer et retrenn e anan e et et rnraets
ruang/TMT

Jabatan O SO PP PRS
Unit Kerja PO VOTUURN

menyatakan bahwa :

= - OO
NIP H PO PSP UT OO
Pangkat/golongan et eieetieehiersieseenarn et rn e it e et aate et et e tntasreas
ruang/TMT

Jabatan O
Unit Kerja O OO PRPP IO

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Jumiah
Volume

Jumlah | Keterangan/
Angka bukti fisik
edi

No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan
Hasil

Angka
Kredit

by

3.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

--------------------- Jrerertrieranrrareranenrs

Atasan Langsung,

........................................



FORMAT VI.

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS POKOK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

NIP
Pangkat/golongan
ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

menyatakan bahwa :

Nama

NIP
Pangkat/golongan
ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------

telah melakukan kegiatan penunjang tugas pokok sebagai berikut :

No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan L\%Eﬁi}e‘ Angka J:If;}f Kgff]:ﬁlg:;g
Hasil . Kredit ]
Kegiatan Kredit
1.
2.
3.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................... JrrstEsasrasransassnranas

Atasan Langsung,



FORMAT VII.
PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : / / /

INStansl @ coivvviiiiiiicie e Masa Penilaian : .....coevvvinnnnn. s.d. oo

I | KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG

Pangkat / Golongan Ruang / TMT

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Tertinggi

oI N B Yo L ) I IS SR RO I | S i

Jabatan Fungsional / TMT

Lama

0

Masa kerja golongan

10 | Unit kerja

II | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA

BARU

JUMLAH

1 | UNSUR UTAMA

A | Pendidikan

1 Mengilcuti pendidikan dan memperoleh
gelar/ijazah

9 Pendidikan dan pelatihan fungsional calon
}
pengawas sekolah dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP}

3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan
fungsional serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

B | Pengawasan Akademik dan Manajerial

¢ | PengembanganProfesi

Jumlah Unsur Utama

2 | UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Pengawas Sekolah

Jumlah Unsur Penunjang

JumlahUnsurUtama dan UnsurPenunjang

III | DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM
JABATAN....oovierenanee/ PANGEAT....coeivernne/ TMTorsiinsninene

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:

Ditetapkan di : .......ooivennns

Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Pada tanggal : .......ccovneeenee

TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Pengawas Sekolah yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;

3.Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; = e
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. NIP: (s




FORMAT VIII.

SURAT PERINGATAN

NOMOR :
DARI et eereereeterreeeeerteaaeeatrreen s et ettt a et ey
KEPADA YTH 1 it ettt et st re et e s e et e s enr s e n e e ran e e nnnnes
ALANMAT ittt et e i e e ah e et i ea et ettt e e s s naas
TANGGAL 1 it et et s L s e s e
1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama N
NIP S OO
Pangkat/Gol. et ia et et e e r ettt e e e et
ruang
Jabatan 1 e
L0511 <l o - PP
sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ......ccocoviiiiiiiiiinn tahun
menduduki jabatan .....coooiiiiiii e tetapi belum memenuhi
ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah .....cooooiviinniiinn,

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama
Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
01/11/PB/2011 dan Nomeor 6 Tahun 2011 tanggal 24 Maret 2011 diminta agar
Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan
dibebaskan sementara dari Pengawas Sekolah.

Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana
mestinya.

..................................................

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Pengawas Sekolah yang bersangkutan;

4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/

Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)

5. Pejabat lain yang dipandang perlu.
*] Coret yang tidak perlu



FORMAT IX,

KEPUTUSAN
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥)
NOMOR :....coiiiimniiinir e
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)

Menimbang a. bahwa Saudara .........ooee. NIP i pangkat/golongan
TUANE vivniiiecasieennnes , terhitung mulai tanggal......... dibebaskan
sementara dari jabatan Pengawas Sekolah karena .......... **Y;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas
Sekolah, dipandang perlu untuk membebaskan sementara Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Sekolah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2014,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah
diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
S. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009,
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor O01/II[/PB/2011 dan Nomor 6 tahun
2011;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU 1 Terhitung mulai tanggal ..o membebaskan
sementara Pegawai Negeri S1p11
a. Nama = e e
b. NIP L e s e
¢. Pangkat/golongan P
ruang/TMT
d. Unitkerja = = 1 e
Dari jabatan ....c.ooovvvvieee dengan angka kredit sebesar .............. (crrirrermnnnns }
{dilsi dengan angka dan huruf).
KEDUA ¢ Saudara....... dapat diangkat kembali dalam jabatan....... apabila telah ......
KETIGA e
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.
KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....cooovivnne
Tembusan: Pada Tanggal : ......o.ooviin,
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*}
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau
Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala NIP
Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;
*} Coret yang tidak perlu.
**] Alasan pembebasan sementara
***} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu




FORMAT X.

KEPUTUSAN
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥)
NOMOR i
TENRTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 35 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali
Saudara ......coovveiie dalam jabatan Pengawas Sekolah ................. ;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tabhun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah
diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah
diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Neomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010;

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 tahun
2011;

s

o

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU 1 Terhitung mulai tanggal ....cccovee , cirre v
Mengangkat kembali Pegawa; Negen Sipil :
A, NAmMa D e
b. NIP L ererererreren e e
c. Pangkat/golongan e emeeier e e e

ruang/TMT

d. Unit kerja P
Dalam jabatan ........ccceeen, dengan angka kredit sebesar ............... | T }

KEDUA :

KETIGA SO T O PPN

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbalkan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.

KELIMA :Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan: s

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Ellaete,?km acil """""""""""""

2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*} ada JangEal feeereenreenncne

3. Kepaia BKD ?I'Opinsi/BKD Kabupaten atan Kota atan =00 ttrtrrrasirsisiicisrssssissessassrssssasascins
Bire/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)

4, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala
Bire/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*}

5. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;

*} Coret yang tidak perlu.

**} Alasan pembebasan sementara NIP

***} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu




FORMAT XI.

KEPUTUSAN
PRESIDEN/MENTERI/GUBERNUR/BUFPATI/WALIKOTA¥)
NOMOR i....cooviiiiiiiiiiiiir s
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP /
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *}

PRESIDEN/MENTERI GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA*)

Menimbang : 1. bahwa Saudara........... NIP...... jabatan....... pangkat/golongan
ruang......, terhitung mulai tanggal............ telah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang Nomor....... tanggal.......... dinyatakan tidak dapat
mengumpulkan angka kredit dalam jangka wakfu 1 (satu) sejak
dibebaskan sementara®*);

2. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas
Sekolah, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangloutan dari jabatan Pengawas Sekolah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah
diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana telah
diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah
diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birckrasi Nomor 21 Tahun 2010;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 01/1II/PB/2011 dan Nomor & tahun
2011.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ...........ccoeee. memberhentikan dengan hormat dari
jabatan Pengawas Sekolah:
a. Nama v erieeriieeserirever e earar ettt
b. NIP § eereemeeni e e e ab e et s sa b e s bae i aenan
¢. Pangkat/golongan L e s e
ruang/TMT
d. Unit Kerfa e e e e,
KEDUA L ettt h bbbk et e et taa st e ekt aee s tnnn s gaeeege s
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampajkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Tembusan: Ditetapkandi :......coeiiiiens
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Pada Tanggal : ....ccoovvvnneinn,

2. Kepala BKN/Xantor Regional BKN yang bersangkutan;*}

3. Kepala BKD Propinsi/ BKD Kabupaten atau Kota atau
Bire/Bagian Kepegawaian instansi yang bersanghkutan;*)

4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala
Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;®) et

5. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan; NIP. oo

*) Coret yang tidak perlu.

**] Alasan pembebasan sementara




FORMAT XII.

DAFTAR USUL
PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
YANG BELUM MEMILIKI IJAZAH S1/DIV

NOMOR: .ciirsisvrrarsrassnrsrerssersvrsnsessecnsensostosssrssasens
INStansi .ccccoieivieiireisienisiniisnnrencnsienens Masa penilaian bulan ........... s.d. c.coeeenenis
NO KETERANGAN PERORANGAN
t [Nama
2 [NIP
3 [NUPTK
4 [Nomor Seri Kartu Pegaw ai
5 [Tempat dan Tanggal Lahit
6 [Jenis Kelanin
7 |Pendidikan yang tefah diperhitungian Angka Kredinya
8 |Pangkat/Golongan Ruang/TMT
9 |Jabatan Pengaw as Sekolah/TMT
Lama
10 {Masa Kerja Golongan
Baru
11 |Jenis Pegaw as Sekolah
12 |Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS! PENGUSUL Tt PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH
1. o A .2 N i P P e B W] e e B b
i [UNSURUTAMA
1 |PENDIDIKAN
A. |Mengikuti pendidikan forma! dan memperoleh gelarfijazah
1 |Diploma £
2 |Diploma ll
3 |Diploma 1l

B. iMengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional calon
pengaw as sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

C. |Menglkuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta
memperofeh sural tanda tamat pendidikan dan pelathan
(STTFR)

1 |lamanya febih dari 960 jam

famanya antara 641 - 860 jam

lamanya antara 48% - 640 jam

laranya antara 81-160 jam

2
3
4 |lamanya antara 161 - 480 jam
5
6

lamanya antara 30 - 80 jam




UNSUR YANG DINILAI

ANGHA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TiM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA BARU ]JUMLAH
B d R e T

PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL

A,

Penyusunan program

1

Menyusun program pengaw asan

Pelaksanaan program

1.

melaksanakan penrbinaan gusu

2.

memantau pelaksanaan standar isi, standar proses,
standar kompetensi lulusan, standar penilaian.

3.

melaksanakan penilaian kinerja guru

. | Evaluasi hasil pelaksanaan program pengaw asan

1

melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program
pengaw asan pada sekolah binaan

Membimbing dan melatih profesional guru

1

menyusun program pembirmdingan dan pelatihan
profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya

melaksanakan pembirrbingan dan pelatihan
profesional guru

mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan
profesional guru

Pelaksanaan tugas pengaw asan di daerah khusus

1

Melaksanaan tugas pengaw asan di daerah yang
terpenci atau terbelakang, daerah dengan kondisi
masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan
dengan negaza lain, daerah yang mengalami bencana
alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam
keadaan darurat lain.

JUMLAH

PENGEMBANGAN PROFESI

A,

Menyusun karya tulis iimiahy danfatau karya iimiah di bidang
pendidikan formelfpengaw asan

1

Mermbuat karya tulis/karya ilmiah dibidang pendidikan
forrral /pengaw asan yang dipublikasikan

a. jdalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. |dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh
pimpinan unit

Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang pendidikan
formal /jpengaw asan yang tidak dipublkasikan

a. |dalam bentuk buku

b. {dalam bentuk makatah iimizh yang diketahui oleh
pimpinan unit

Membuat karya tulis/karya imiah di bidang pendidikan
formal/pengaw asan hasil gagasan sendiri yang
dipublikasikan

2. jdalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui cleh

bof. . .
pimpinan unit

Mermbuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan
formel/pengaw asan hasil gagasan sendiri yang tidak
dipublikasikan

a. |dalam benluk buku

b dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui oleh

pimpinan unit




UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU [JUMLAH
T o PR e PRy SRR, [ P E— T S
5

Menyarmpaikan prasaran berupa gagasan, tinjauan,
dan atau ulasan iimiah di bidang pendidikan
formalipengaw asan dalam perlemuan imiah

Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di
bidang pendidikan formalipengaw asan

1

Menenrjerrahkan/menyadurkan buku di bidang
pendidikan formal/pengaw asan yang dipublikasikan

a. |dalambentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. |dalarn bentuk makalah iimiah yang diketahui oleh
pimpinan unit

Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang
pendidikan formal/pengaw asan yang tklak
dipublikasikan

a. |dalam bentuk buku

b. |dalam bentuk makalzh ilmiah yang diketahui cleh
pimnpinan unit

Membuat karya inovatif

1

Membuat karya sains/ teknclogi tepat guna

Kategori Kormrpleks

Kategori Sederhana

a.
b
Menciptakan karya seni

a. {Kategori kompleks

b. |Kategori sederhana

Mengikuti Pengerriangan Fenyusunan Standar,
Pedoman, dan ssjenisnya

a. |Mengikuli Kegiatan Penyusunan
Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat
nasional,

b. |Mengikuti Kegiaian Penyusunan
Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat
provinsi.

JUMLAH

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

A,

Peran serta dalam seminar/lokakarya ¢ bidang pendidkan
formaYkepengaw asan sekolah

i

Mengikuli seminarfiokakarya, sebagai :

a. [nara sumber

b. |perrbahas/moderator

c, |peserta

Menjadi delegasi dalam pertenwan firiah sebagai

a. |Ketua

b. |Anggota

Kea

nggotaan dalam organisast profesi

Menjadi anggota datam organisasi profesi pengaw as
atau kelompok kerja pengaw as, sebagai:

-

pengurus aktif

2 janggota aklif




UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS! PRIGUSUL TIM PENILAI
LAMA 1 BARU |JUMLAH| LAMA | BARU {JUMLA
B pyny) Ao Pasea i [ e

C i(eanggotaan dalam fim penfial angka kredit jabatan
fungsional Pengaw as Sekolah

- |Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsicnal
Pengawas Sekolah

D. |Mefaksanakan kegiatan perdukung pengaw asan sekolah

1 |Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengaw as
Sekolah

2 |Mendapat tugas tertentu, sebagai paniia pada

a. |membimbing lombafkompetensi climpiade mata
pelajaran dan sejenisnya

b. |pada lomba gurulkepala sekolahipengaw as
sekolah berprestasi

E. {Mendapat penghargaanitanda jasa

1 |Mendapat penghargaantanda jasa atas prestasi
kerjanya

a. |lingka nasionalinternasional

b. |tingkat provinsi

c. |fingkat kabupatenskota

2 Mendapat penghargaan Safya Lancana Katya Satya

a. |sepuluh tahun

b. |dua puluh tahun

¢. |tiga puluh tahun

F. |Memperoleh gelarfjazah yang tidak sesuai dengan bidang
yang diampunya

1 | Doklor kehormatanfhonoris causa dasi lembaga yang
|terakreditasi diakui negara

2 |Memperoleh jjazah/gelar yang tidak sesuai dengan
bidang fugasnya

a | Dokior/Spesialls 2 (S3)
b |Magister/Spesialls (52)
¢ jSarjana/Diploma V (31)

S

JUM




Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1 2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*\Dicoret yang tidak periu



III

'LAMPIRAN PENDUKUNG DUPA

1 Surat pernyataan mengikuti
pendidikan

2 Surat pernyataan melakukan kegiatan
pengawasan akademik dan manajerial

3 Surat pernyataan melakukan kegiatan
pengembangan profesi

4 Surat pernyataan melakukan kegiatan
penunjang

4 dan seterusnya

....................................

(nama pejabat pengusul)

NIP :

4 dan seterusnya

(nama penilai I}

NIP :

[nama penilai II )

NIP :

| CATATAN KETUA TIM PENIL
1
2
I o

4 dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(nama)

NIP :




FORMAT XIII

A. PROGRAM PENGAWASAN

Penyusunan Program pengawasan sekolah merupakan kegiatan menyusun pedoman
pelaksanaan tugas pokok setiap pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi
akademik dan supervisi manajerial pada sekolah binaan meliputi pemantauan,
supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut secara terarah, terencana dan
berkesinambungan berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif sekolah/madrasah
pada tahun pelajaran sebelumnya.

Ruang Lingkup Program pengawasan terdiri dari:

1. program pengawasan tahunan terdiri dari program pembinaan guru dan/atau

kepala sekolah, program pemantauan pelaksanaan SNP, program penilaian

kinerja guru dan/atau képala sekolah, program pembimbingan dan pelatihan

profesionalisme guru dan/atau kepala sekolah;

program semester yang merupakan bagian dari program tahunan;

RPA/RPM/RPBK;

4. lampiran-lampiran yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan
(instrumen supervisi akademik/ manajerial dan cara pengolahan hasil
supervisi}.

w0

B. SISTEMATIKA PROGRAM PENGAWASAN SEKOLAH
I. PROGRAM TAHUNAN
Sistematika penyusunan program tahunan pengawas sekolah adalah sebagai
berikut:

HALAMAN JUDUL/COVER

HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Pengawas s e aas
2. Jenjang PEngawasSaAll  l..icevieiiriiinses i snens
3. NIP Lt e e s
4. Pangkat/Golongan U
5. NUPTK ORI
6. Jenis Kelamin L e are
7. Tempat/tgl lahir e
8. Pendidikan Terahir D e riar st nas
9. Pangkat/Jabatan D e rnrererearrerrae e en ey nennes
10. Jumlah Sekolah binaan : ...,

Disahkan oleh Koordinator Pengawas (Korwas) dan diketahui oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabaupaten/Kota.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR
BAB 1 PENDAHULUAN

. Latar Belakang

. Landasan Hukum

. Visi, Misi, dan Tujuan Pengawasan
Sasaran dan Strategi Pengawasan

Alur Kegiatan Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan

Tujuan dan Manfaat Program Pengawasan

NOU RO

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
PENGAWASAN TAHUN SEBELUMNYA

1. Identifikasi Hasil Pengawasan {tahun sebelumnya}

2. Evaluasi Hasil Pengawasan (tahun sebelumnya} dan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan Sebagai Acuan dalam Penyusun Program
Pengawasan



Format 1: Identifikasi Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya Pada Sekolah Binaan

No Program Aspek/ Target Hasil | Kesenjangan Alternatif Keterangan
Materi pencapaian | yang Pemecahan {(Nama
supervisi dicapai Masalah Sekolah
(tindak Binaan}
lanjut }
1 Pembinaan Guru
2 Pembinaan
Kepala Sekolah
3. Pemantauan
Pelaksanaan SNP
4 Penilaian Kinerja
Guruy
5 Penilaian kinerja
Kepala sekolah
6 Pembimbingan
dan Pelatihan
guru
7 Pembimbingan
dan pelatihan
kepala sekolah
FORMAT 2: CONTOH FORMAT EVALUASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN
GURU /KEPALA SEKOLAH
No Aspek/ Kegiatan Sasaran Target Metode Metode | Hambatan | Ketercapai- | Tindal
Materi Ketercapaian an lanjut
Keterangan:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pembinaan Guru dan Kepala Sekolah memenuhi:

1.

Novg kol

&

el

Aspek berisi materi pembinaan guru dan kepala sekolah.

a. Materi pembinaan puru yang dievaluasi diarahkan pada dimensi kompetensi pedagogik
dan profesional, seperti kegiatan merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil

pembelajaran.

b. Materi pembinaan kepala sekolah yang dievaluasi diarahkan pada dimensi kompetensi
manajerial dan supervisi.
Kegiatan berisi uraian kegiatan pembinaan guru dan kepala sekolah.
Sasaran diisi dengan jumlah guru dan kepala sekolah yang dibina.
Target diisi dengan persentase jumlah guru dan kepala sekolah yang dibina.
Metode berisi beragam cara yang sesuai dengan jenis kegiatan pembinaan.
Hambatan diisi dengan kendala yang ditemui di lapangan selama melakukan pembinaan,
Ketercapaian diisi dengan persentase tingkat keberhasilan jumlah guru dan kepalasekolah yang

dibina.

Kesimpulan diisi dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan kepalasekolah yang

meningkat.

Tindak lanjut hasil evaluasi pembinaan guru dankepala sekolah ditulis secara tepat. Misalnya
melalui konsultasi, diskusi, pemberian contoh, diklat, dan lainnya.




BAB III PROGRAM TAHUNAN PENGAWASAN SEKOLAH

Program tahunan pengawasan sekolah terkait langsung dengan sasaran kepala sekolah dan
guru binaan yang terdiri dari uraian kegiatan:

a. Pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah

b. Pemantauan Pelaksanaan SNP

c. Penilaian Kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah

d. Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah

Format 3 : Program Tahunan Pengawasan

No | Program Supervisi | Uraian Kegiatan {Pembinaan/Pemantauan Pelaksanaan | Targetyang | Keterangan

Akademik dan SMNP/Penilaian Kinerja /Pembimbingan dan Pelatihan Diharapkan | (Nama Sekolah
Manajerial Profesionalisme guru dan/atau Kepala Sekolah) Binaan}

1.

2.

3.

dst

BAB IV PROGRAM SEMESTER PENGAWASAN SEKOLAH

Program semester pengawasan sekolah merupakan bagian dari program tahunan yang
tidak terpisah satu sama lain, terdiri dari program pengawasan semester I dan semester II,
sehingga program semester merupakan lanjutan dari BAB III Program Tahunan.

Setiap pengawas sekolah harus membuat program semester pengawasan akademik dan
manajerial untuk setiap sekolah binaan.

Format sistematika program semester untuk setiap sekolah binaan adalah sebagai berilaut.

1. IDENTITAS SEXOLAH
Sekolah /Madrasah T v erereren e teiar i
Kepala Selkolah S PO
Alamat Sekolah Tettr et ettt et e e e nes
Semester e verierrecereenr s e ranars reeercrenan
Tahun Pelajaran . e

2. VISI DAN MISI SEKOLAH BINAAN.. ...
3. IDENTIFIKASI MASALAH....ccviivmmmrnirnncsiie i

4. FORMAT 4: PROGRAM SEMESTER PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK DAN

MANAJERIAL

No | Aspek/Materi | Tujuan | Sasaran Target Indikator Metode | Jadwal (Waktu
Pengawasan Keberhasilan | Keberhasilan | Kerja dan Tempat)

1.

2.

3.

Mengetahui Pengawas Sekolah

KORWAS




BABV RENCANA PENGAWASAN AKADEMIK (RPA) DAN RENCANA PENGAWASAN
MANAJERIAL(RPM)

A. Rencana Pengawasan Akademik (RPA)

Rencana Pengawasan Akademik (RPA) merupakan kegiatan supervisi tatap muka
pengawas sekolah setiap minggu dengan sasaran guru mata pelajaran atau
rumpun mata pelajaran secara individu maupun kelompok (KKG/MGMP)} pada
setiap guru binaan melalui pembinaan, pendampingan dan supervisi klinis, serta
pembimbingan dan pelatihan guru dll sesuai dengan kompetensi dan tugas
pokoK guru yang merupakan uraian kegiatan dalam aspek/materi program
semester pengawasan.

Aspek pengawasan akademik meliputi pembinaan/penilaian/pembimbingan dan
pelatihan guru adalah dalam hal berikut,

1. Merencanakan pembelajaran
a. Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan
kurikulum/silabus dan memperhatikan karakteristik peserta didik
b. Guru menyusun bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual, dan mutakhir
¢. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efelktif
d. Guru memilih sumber belajar/media pembelajaran sesuai dengan materi
dan strategi Pembelajaran.

2. Melaksanakan Pembelajaran

. Guru memulai pembelajaran dengan efektif

. Guru menguasai materi pembelajaran

. Guru menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran yang efektif

. Guru memanfaatkan sumber belajar/media dalam pembelajaran

. Guru memotivasi dan/atau memelihara keterlibatan siswa dalam
pembelajaran
Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran

g. Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif.

o0 oe

=

3. Menilai Hasil Pembelajaran
a. Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan
belajar peserta didik

b. Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk
memantau kemajuandan hasil belajar peserta didik dalam mencapai
kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP

c. Guru memanfaatkan berbagai hasil penilajan untult memberikan umpan
balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan
penyusunan rancangan pembelajaran selanjuinya

B. Rencana Pengawasan Manajerial (RPM)

Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) merupakan kegiatan supervisi tatap
muka pengawas sekolah/madrasah dengan kepala sekolah binaan secara
individu maupun kelompok (MKKS) melalui pembinaan, pendampingan, Focus
Group Discussion [FGD), Benchmarking dll sesuai dengan tugas pokok dan
kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah.

Aspek pengawasan manajerial meliputi pembinaan/penilaian/pembimbingan
dan pelatihan kepala sekolah/madrasah diantaranya:

1, Perencanaan Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/madrasah menyusun rencana kerja jangka menengah yang
mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah.

b. Sekolah/Madrasah menyusun rencana kerja tahunan yang memuat
ketentuan-ketentuan peserta didik dan alumni, KTSP, kalender
pendidikan, dan program pembelajaran, pendididik dan tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan suasana pembelajaran
sckolah/madrasah, peran serfa masyarakat dan kemitraan serta
akreditasi.



2. Aspek/Materi Supervisi Manajerial

Aspek/materi supervisi

manajerial pengawas sekolah pada sekolah

binaan dalam pengelolaan sekolah mengacu pada standar pengelolaan
sekolah seperti pada tabel berikut.

TABEL CONTOH ASPEK/MATERI SUPERVISI MANAJERIAL PADA STANDAR PENGELOLAAN

Aspek/Materi

Uraian

Pegerta didik
dan Alumni

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan peserta didik mengacu
pada peraturan PPDB, daya tampung, dan struktur kepanitiaan,
menginformasikan peraturan PPDB termasuk penerimaan peserta
didik pindahan dan kriterianya yang terlebih dahulu diputuskan
dalam rapat dewan pendidik, pelaksanaan orientasi peserta didik
baru, pelayanan bimbingan konseling, kegiatan ekstra kurikuler,
pembinaan prestasi peserta didik, penghargaan peserta didik
berprestasi, penelusuran dan pendayagunaan alumni.

Kurikulum
Tingkat
Satuan
Pendidikan

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan meliputi perencanaan
pengembangan KTSP yang mengacu pada SKL, Standar Isi, Standar
Penilaian, dan kerangka dasar dan struktur kurikulum masing
jenjang dan pedoman implementasi kurikulum, secara periodik
sebelum tahun ajaran baru dan/atau sebelum awal semester, dalam
pelaksanaan pengembangan dolumen disosialisasikan kepada
peserta didik, orang tua dan masyarakat peduli pendidikan serta
pengawasan pengembangan dokumen KTSP melibatkan pengawas
sekolah, dewan pendidik dan komite sekolah.

Kalender
Pendidikan

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kalender akademik
yvang mengatur waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1
{satu} tahun pelajaran yang dirinci persemester, per bulan, dan per
minggu dengan mengacu kepada jabaran rinci dan rencana kerja
jangka menengah, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada
KTSP dan diawasi oleh seluruh warga sekolah dibawah tanggung
jawab kepala sekelah.

Program
Pembelajaran

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembelajaran
pada satuan pendidikan harus mengacu pada KTSP, sesuai dengan
silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) masing-
masing jenjang standar proses.

Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidik dan tenaga
kependidikan diawali dengan pemenuhan kebutuhan pendidik,
pemberdayaan pendidik yang dilaksanakan sepanjang tahun
pelajaran, pengembangan pendidik sesuai dengan kalender
pendidikan untuk peningkatan kompetensi profesional melalui studi
lanjut, lokakarya, seminar, pelatihan, dan/atau penelitian sesuai
dengan Lkompetensi serta pengawasan pengembangan pendidik
dilakukan dibawah koordinasi kepala sekolah/madrasah, dan
penghargaan pendidik berdasarkan kemanfaatan, kepatutan,
profesionalismne yang mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.

Sarana dan

Prasarana

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sarana dan prasarana
di  sekolah/madrasah meliputi pengadaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, pengembangan ruang  kelas, labaoratorium,
perpustakaan dan fasilitas fisik lainnya mengacu pada standar
sarana dan prasarana, dengan cara pemantauan langsung dan
studi dokumentasi sesuai dengan kebutuhan dan pengadaan.

Budaya dan
Suasana

Pembelajaran

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan budaya
sekolah meliputi penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan
sekolah/madrasah yang bersih, aman, dan sehat, nyaman dan
ramah untuk pembelajaran yang menyenangkan dan efektif
mengacu pada visi dan misi sekolah/madrasah, termasuk kode etik
di sekolah yang diputuskan dalam rapat dewan pendidik dengan
mempertimbangkan komite sekolah, disosialisasikan, dan hasilnya
diadministrasikan secara tertulis oleh kepala sekolah /madrasah.




No | Aspek/Materi Urajan
8. [ Peran Serta | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan peran serta
Masyarakat masyarakat yang dilakukan oleh sekolah madrasah mengacu pada
visi, misi sekolah/madrasah melalui kerjasama dengan masyaralat
pendulkung sekolah/madrasah, satuan pendidikan lainnya, dunia
usaha dan dunia industri dalam pengelolaan sekolah.
9. | Akreditasi Perencanaan akreditasi dilakukan oleh sekolah/madrasah dengan

membentuk tim evaluasi diri, yang dalam pelaksanaan akreditasi
tim evaluasi diri tersebut menginformasikan kepada semua warga
sekolah  setahun  sebelum  waktu  akreditasi/reakreditasi,
menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan
evaluasi diri dan pengisian borang akreditasi secara berkelanjutan
setiap tahun yang didampingi oleh kepala sekolah/madrasah dan
pengawas sekolah, serta dalam pengawasannya termasuk
peningkatan status akreditasi diinformasikan melalui berbagai
media kepada pihak-pihak pemangku kepentingan.

3. Pelaksanaan Supervisi Manajerial

Pelaksanaan Supervisi manajerial oleh pengawas saat ini kedepan diber:
tambahan tugas berupa pendampingan kepada sekolah binaan berupa
implemetasi Kurikulum 2013 yang serentak di implementasikan di seluruh
sekolah di Indonesia. Pengawas harus melakukan konsentrasi supervisi
manajerial bukan saja tentang pengelolaan dan administrasi pelaksanaan
kurilulum lama (KTSP 2006), tetapi harus melakukan supervisi pada
implementasi Kurikulum 2013, di antaranya:

FR Moo T

manajemen KTSP 2013 dan pembelajaran saintifik;
manajemen ekstrakurikuler wajib dan pilihan;
administrasi buku guru dan buku siswa;

analisis ratio PTK dalam program peminatan;
manajemen keuangan,;

hubungan sekolah dan masyarakat;

layanan khusus peminatan;

matrikulasi.
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FORMAT XIV,

Lembar Pernvataan Keaslian

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama

NIP

Jabatan

Unit Kerja

dengan ini menyatakan “KEASLIAN"

bahwa karya inovatif dengan karya

yang dibuat oleh:

Nama

NIP
Jabatan
Unit Kerja

Demikian surat pernyataan kami buat untuk keperluan pengajuan penilaian karya
inovatif pengawas sekolah, yang merupakan bagian dari kewajiban peningkatan

karir profesionalisme pengawas sekolah.

Koordinator Pengawas, *)

NiIP.

Catatan:

* bagi karya koordinator pengawas sekolah pernyataan dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan atau

pejabut yang ditunjuk



FORMAT XV.

Nomor

Lampiran

Perihal

Penyampaian Penetapan Angka Kredit

Pengawas Sekolah
AL, (vronee )

Kepada
Yth . Kepala BKN

SURAT PENGANTAR

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan penetapan angka kredit pengawas
sekolah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PENETAPAN ANGKA Keterangan
No Nama /NIP KREDIT
Nomor Tanggal
1 2 3 4 5
6} 7) 8) 9
Diterima tanggal ...coovviiiiiiiiiiiins et e
NIP NIP:




FORMAT XVI

RAMBU-RAMBU DIKLAT PEMBENTUEKAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH

Pengertian: Diklat Pembentukan Fungsional Pengawas Sekolah adalah diklat prasyarat bagi
guru PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Tujuan: Diklat Pembentukan Fungsional Pengawas Sekolah bertujuan untuk memberikan
pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seorang Pengawas Sekolah dalam

menjalanikan tugasnya.

Kompetensi yang diperlukan

Kompetensi inti yang diperlukan untuk jabatan Fungsional Pengawas Sekolah: I)
Kompetensi kepribadian; 2) Kompetensi supervisi manajerial; 3) Kompetensi supervisi
akademik; 4) Kompetensi evaluasi pendidikan; 5) Kompetensi penelitian pengembangan,;
dan 6) Kompetensi sosial.

Uraian kompetensi inti adalah sebagaimana pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nemor 12 Tahun 2007,

Peserta Diklat: Peserta diklat fungsional pembentukan Pengawas Sekolah bersifat selektif
dan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir guru PNS yang bersangkutan.
Peserta diklat pembentukan jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah PNS guru yang
akan menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Kurikulum Diklat: Kurikulum diklat pembentukan jabatan fungsional Pengawas Sekolah

mengacu pada standar kompetensi inti jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan disusun
dalam rangka mencapai profesionalisme jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Kurikulum diklat disusun mengacu pada pembekalan dan pengembangan kompetensi inti
jabatan fungsional Pengawas Sekolah, dengan melibatkan instansi pembina jabatan
fungsional Pengawas Sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), penyelenggara
diklat fungsional, pakar yang menguasai substansi pengawasan sekolah, alumni diklat, dan
unsur ahli lain yang kompeten. Selanjutnya, kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah tersebut ditetapkan oleh instansi pembina jabatan
fungsional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) setelah berkoordinasi dengan
instansi pembina diklat PNS (Lembaga Administrasi Negara) dan tetap mengacu kepada

standar kompetensi inti jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Metode Diklat: Pendekatan dalam pembelajaran Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah disusun dengan tujuan dan sasaran diklat bagi orang dewasa
{andragogi). Metode dalam pengajaran Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas

Sekolah disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat jabatan fungsional Pengawas
Sekolah.



Waktu Diklat: Jangka waktu Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
ditetapkan berdasarkan kompetensi inti hasil belajar yang akan dicapai melahai Diklat
Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah minimal 161 Jam Pelajaran (JP), 1 JP

disetarakan dengan 45 menit.

NO | METODE DIKLAT MATERI JP
A | On the Job | Pengamatan Sikap, Perilaku dan Kemampuan calon Pengawas | 25 JP*
Training I Sekolah di tingkat satuan pendidikan oleh Dinas Pendidikan

sesual dengan kewenangannya
Uji kompetensi inti calon Pengawas Sekolah

B | In the Job Training | Program umum
1. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2Jp
2. Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
4 JP

Program khusus
1. Pengelolaan tugas pokok dan fungsi Pengawas Sekolah | 6 JP
2. Manajemen pelaksanaan kurikulum

3. Manajemen supervisi manajerial 6 JP

8 Jp
4. Manajemen supervisi Akademik 8 JP
5. Evaluasi pendidikan 6 JP
6. Penelitian dan pengembangan 6 JP
7. Etika Pengawas Sekolah 4 Jp

Program penunjang
1. Penyusunan rencana tindak (action plan} 6 JP
2. Tes awal dan tes akhir 4 JP
3. Evaluasi Diklat 1JP
C On the job training | Pengamatan Sikap, Perilaku dan Kemampuan calon Pengawas | 75 JP**
jis Sekolah di tingkat satuan pendidikan setelah in the job

training oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya
Uji kompetensi inti Pengawas Sekolah

Jumliah Jam Pelajaran 161

Keterangan: * 25 JP dalam On the job fraining [ setara dengan 12 Hari kerja (3 minggu)
** 75 JP dalam On the job fraining Il setara dengan 38 Harli kerja {8 minggu)

Setelah on the job training I dan I Dinas pendidikan melaporkan kepada
penyelenggara Diklat berkaitan dengan hasil pelaksanaan on the job training

Kelulusan peserta dapat ditetapkan berdasarkan hasil on the job training I, in the job
training, dan on the job training II dan hasil uji kompetensi inti Pengawas Sekolah

Evaluasi Diklat: Setiap akhir pelaksanaan diklat, lembaga penyelenggara diklat
melakukan evaluasi diklat, Evaluasi diklat dilakukan oleh lembaga penyelenggara
diklat yang meliputi peserta dan penyelenggaraan Diklat untuk dilaporkan kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pembina jabatan
fungsional.




FORMAT XVII-A

PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN/LEMBAGA .. JANGKA WAKTU PENILAIAN
..................................................................... BULAN : Januari s.d 31 Desember 20...,
1. [YANG DINILAI
a. Nama
b. NIP

a

Pangkat, Golongan ruang, TMT

d. Jabatan/Pekerjaan
. Unit Organisasi
2. |PEJABAT PENILAI
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT
d.  Jabatan/Pekerjaan
e. Unit Organisasi
3. ATASAN PEJABAT PENILAI
2. Nama
b>. NIP
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT
d. Jabatan/Pekerjaan
. Unit Organisasi
4. | UNSUR YANG DINILAI Jumlah

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku
Kerja

1. Orientasi Pelayanan

2. Integritas

3. Komitmen

4. Disiplin

5. Kerjasama

6. Kepemimpinan

Jumlah

Nilai rata — rata

Nilai Perilaku Kerja

NILAI PRESTASI KERJA




5, KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG DINILAI {APABILA ADA)

------------

Abevabars




6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI
ATAS KEBERATAN

Tanggal, ..ccoaerevecresnorans

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT
PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, wiveersrsvasrerrasse




REKOMENDASI

10,

9, DIBUAT TANGGAL, ........ .
PEJABAT PENILAI

DITERIMA TANGGAL, .......... .
PEGAWAI NEGERI SIPIL: YANG DINILAI

1LDITERIMA TANGGAL, ............
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